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ABSTRAK
Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah
Tongkonan, disusun oleh Sri Rezky Radeng Sawedy dibawah
bimbingan Andi Suriyaman Mustari Pide selaku pembimbing I dan
H.M Ramli Rahim selaku pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peralihan hak milik atas
tanah yang berasal dari tanah Tongkonan dan untuk mengetahui implikasi
hukum atas peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah
Tongkonan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kementrian Agraria dan
Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja, Kantor
Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Toraja Utara, Tongkonan Mandetek, Kecamatan Makale
Kabupaten Tana Toraja, dan di Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana
Toraja.
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan kepustakaan, dimana
pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan
memperhatikan literatur dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Semua data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisis
kemudian dikaji untuk menghasilkan kesimpulan.
Hasilnya menunjukkan Peralihan hak milik atas tanah yang berasal
dari tanah Tongkonan hanya dapat terjadi melalui peristiwa hukum
(beralih) didalam anggota rumpun keluarga Tongkonan karena tanah
Tongkonan merupakan salah satu kekayaan Tongkonan yang juga
dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat hukum
adat Tongkonan. Selain itu tanah Tongkonan yang merupakan warisan
nenek moyang juga menjadi tanggungjawab untuk generasi setelahnya.
Peralihan ini terjadi karena hukum, artinya dengan meninggalnya
pemegang hak (subjek), maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah
tersebut. Tidak dibenarkan terjadinya peralihan berdasarkan perbuatan
hukum (dialihkan) kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun. Perbuatan
hukum tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan
modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, maupun lelang. Karena
peralihan dalam bentuk dialihkan dapat merubah tujuan peruntukan tanah
Tongkonan yakni untuk generasi Tongkonan, bukan untuk pihak yang
bukan merupakan bagian dari rumpun Tongkonan. Adapun implikasi
hukum dari peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah
Tongkonan adalah lunturnya tatanan masyarakat hukum adat Tongkonan
padahal konstitusi Republik Indonesia telah memberikan pengakuan
terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Eksistensi dari hukum adat
terutama mengenai tanah Tongkonan harus tetap dijaga oleh semua
pihak, baik itu masyarakat hukum adat, pemangku adat maupun negara di
dalam hal ini secara khusus BPN Kabupaten Tana Toraja. Perlindungan
terhadap hak-hak masyarakat hukum adat juga harus tetap ditegakkan
guna mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang sudah sejak lama
hidup di dalam masyarakat adat.
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1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya
disebut UUD NRI 1945 dinyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah
negara hukum.” Di Indonesia tidak berlaku satu sistem hukum saja tetapi
terjadi pluralisme hukum. Pluralisme hukum adalah berlakunya beberapa
sistem hukum dalam tata kehidupan masyarakat dalam kurun waktu yang
bersamaan. Kondisi faktual menunjukkan bahwa dalam tata kehidupan
masyarakat Indonesia secara umum tampak bahwa dalam konteks
keberlakuan hukum secara menyeluruh, telah terjadi apa yang disebut
pluralisme hukum. Artinya pada kurun waktu yang bersamaan dalam tata
kehidupan masyarakat Indonesia kenyataannya berlaku tiga sistem
hukum sekaligus secara simultan, yaitu berlakunya sistem hukum adat,
sistem hukum Islam dan sistem hukum barat. Keberlakuan tiga sistem
hukum tadi, maupun akibat pengaruh perkembangan kebutuhan
masyarakat dan pembangunan dalam skala nasional dan global.1
Dalam bukunya, Constitutional Government and Democracy: Theory
and Practice in Europe and America, Carl J. Friedrich memperkenalkan
sebuah istilah negara hukum dengan nama rechtsstaat atau constitutional
state. Sebagaimana dikutip Miriam Budiarjo, tokoh lainnya yang berperan
1 Marlang, Abdullah, Irwansyah, dan Kaisaruddin Kamaruddin, 2009, Pengantar Hukum
Indonesia, As Center, Makassar, hlm 9-10
2dalam peristilahan rechsstaat adalah Friedrich J. Stahl. Setidaknya
menurut Stahl, terdapat empat unsur berdirinya rechtstaat, yaitu: (1) hak-
hak manusia; (2) pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin
hak-hak itu; (3) pemerintah berdasarkan peraturan-peraturan; dan (4)
peradilan administrasi dalam perselisihan.2
Negara hukum harus menegakkan perlindungan Hak Asasi Manusia,
di Indonesia hak asasi manusia diatur dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J
UUD NRI 1945 yang dipertegas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia. Menurut Steenbeek, sebagaimana dikutip
oleh Sri Soemantri, UUD berisi tiga pokok materi muatan, yakni pertama,
adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warganegara;
kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat
fundamental; dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas
ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Dalam konteks jaminan
atas HAM, konstitusi memberikan arti penting tersendiri bagi terciptanya
sebuah paradigm negara hukum sebagai buah dari proses dialektika
demokrasi yang telah berjalan secara amat panjang dalam lintasan
sejarah peradaban manusia. Jaminan atas HAM meneguhkan pendirian
bahwa negara bertanggung jawab atas tegaknya supremasi hukum. Oleh
karena itu, jaminan konstitusi atas HAM penting artinya bagi arah
2 El-Muhtaj, Majda, 2005, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, hlm. 23
3pelaksanaan ketatanegaraan sebuah negara, sebagaimana ditegaskan
oleh Sri Soemantri3 sebagai berikut:
Adanya jaminan terhadap hak-hak dasar setiap warga negara
mengandung arti bahwa setiap penguasa dalam negara tidak dapat
dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang kepada warga
negaranya. Bahkan adanya hak-hak dasar itu juga mempunyai arti
adanya keseimbangan dalam negara, yaitu keseimbangan antara
kekuasaan dalam negara dan hak-hak dasar warga negara.
Salah satu hak yang dijamin di Indonesia adalah kesatuan
masyarakat hukum adat sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18B ayat
(2) UUD NRI 1945,
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup
dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Adapun salah satu hak tradisional yang dimaksud adalah
penguasaan hak atas tanah masyarakat hukum adat dan dipertegas lagi
pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA) yakni pada Pasal 2
ayat (4) yang menyatakan,
Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat
dikuasakan kepada daerah-daerah swantarta dan masyarakat-
masyarakat hukum adat, sekadar diperlukan dan tidak bertentangan
dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan
peraturan pemerintah.
Pasal 2 UUPA tersebut di atas menegaskan bahwa kewenangan
masyarakat hukum adat atas tanah-tanah yang berada di wilayahnya
masing-masing (yang dikenal dengan nama hak ulayat, hak pertuanan,
3 Ibid, hlm. 93-94
4hak purba atau beschikkings-recht) semata-mata merupakan mandat atau
pelimpahan kewenangan dari negara. Jadi, di sini telah terjadi perubahan
kedudukan hak ulayat bukan lagi merupakan wewenang absolut (mutlak)
dari masyarakat karena kewenangannya itu ditentukan atau dimandatkan
oleh negara. Kedudukan hak ulayat lebih tegas dinyatakan dalam pasal 3
UUPA yang menyebutkan bahwa: pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak
yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang
menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas
persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang
dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi. Dalam artian lain, Pasal 3
UUPA di atas menegaskan bahwa peranan hukum adat dalam bidang
pertanahan telah direduksi sedemikian rupa sehingga hak ulayat yang
pada awalnya bersifat mutlak diubah menjadi bergantung kepada
kepentingan nasional dan negara (pemerintah) serta tidak boleh
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Ditegaskan lagi dalam Memori Penjelasan UUPA yang menyebutkan
bahwa tidaklah dapat dibenarkan, jika dalam alam bernegara dewasa ini
suatu masyarakat hukum masih mempertahankan hukum isi dan
pelaksanaan hak ulayatnya secara mutlak, seakan-akan ia terlepas dari
hubungan dengan masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya.4
4 Pide, Suriyaman, 2009, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang, Pelita Pustaka,
Makassar, hlm. 126-127
5Pasal 5 UUPA juga mengandung pengaturan tentang kedudukan
hukum adat sebagai dasar sebagai hukum agrarian sepanjang tidak
bertentangan dengan hukum nasional dan negara serta peraturan-
peraturan lainnya dengan tetap mengindahkan unsur-unsur yang
berdasarkan pada hukum-hukum agama. Pasal ini juga berarti sebagai
suatu penegasan bahwa hukum adat tidak selamanya sesuai dengan
kepentingan nasional dan negara serta peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan pasal 5 UUPA ini, Budi Harsono menyebutkan beberapa
alasan bahwa hukum adat yang berlaku sebelum kemerdekaan
mengandung cacat-cacat yang seharusnya dihilangkan. Oleh karena itu,
hukum adat yang dimaksudkan oleh UUPA adalah hukum adat yang telah
disaneer (disaring). Senada dengan adanya Sudargo Gautama yang
menyatakan bahwa hukum adat dalam UUPA didasarkan pada hukum
adat yang telah disempurnakan dan disesuaikan dengan panggilan
zaman. Jadi, walaupun dalam Pasal 5 UUPA disebutkan bahwa hukum
agrarian yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa adalah hukum
adat, hal ini semata-mata merupakan pengakuan atas asas-asas dan
unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan
tetap mengindahkan hukum-hukum agama. Bahkan Koesno menganggap
bahwa hukum adat yang ada dalam UUPA telah hilang secara materiil
karena dipengaruhi oleh lembaga-lembaga dan ciri-ciri hukum barat atau
6telah dimodifikasi oleh sosialisme Indonesia sehingga yang tersisa adalah
formulasinya (bajunya) saja.5
Hukum adat mengenal hak milik sebagai hak yang terkuat diantara
hak-hak perorangan dan merupakan bagian dari pelaksanaan hak ulayat.
Jika seseorang menguasai suatu lahan atau tanah, misalnya dengan
menggunakan haknya untuk membuka suatu tanah (ontginningsrecht)
yang diberikan oleh ulayat, seseorang tersebut memiliki hak untuk
menikmati (genotrecht) hasil-hasil dari tanah yang dibukanya selama satu
masa panen. Jadi setelah panen tanah tersebut tidak lagi diurusnya,
genotrecht dari orang itu kembali kepada ulayat. Namun pengembalian
hak atas tanah tersebut tidak secara otomatis karena pada orang yang
bersangkutan masih terdapat hak terdahulu (voorkersrecht). Dalam hal
demikian, ulayat berwenang untuk menegur orang yang bersangkutan
dengan mengajukan dua pilihan antara meneruskan mengolah tanah
tersebut atau menyerahkannya kepada orang lain atau ulayat, pada saat
itu hapuslah hak menikmatinya. Sementara pilihan untuk meneruskan dan
menggarapnya secara kontinyu dengan menanami tanaman-tanaman
keras (kopi, manga, rotan, dan lain-lain) dan menancapkan patok-patok
sebagai yanda pembatas serta memberikan sajian (sawen) atas tanah
tersebut akan memberikannya hak atas tanah itu sepenuhnya. Dengan
hak penuh tersebut, seseorang berhak mengolah tanah tersebut
5 Ibid, hlm. 127-128
7seterusnya, yang dengan demikian berarti pula bahwa hak ulayat atas
tanah tersebut menjadi berkurang.6
Selain dengan jalan membuka tanah, hukum adat juga mengenal
cara-cara lain timbulnya hak milik. Misalnya karena hak mewaris pada
seseorang atau melalui pengalihan seperti pembelian, penukaran, hibah
atau wakaf. Hukum adat juga mengenal cara timbulnya hak milik melalui
penunjukan rapat desa. Setelah berlakunya UUPA, syarat-syarat
mengenai timbulnya atau terjadinya hak milik atas tanah menurut hukum
adat telah disubordinasikan melalui peraturan pemerintah, seperti
disebutkan pasal 22 ayat (1) UUPA bahwa, “Terjadinya hak milik menurut
hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Dengan demikian,
pada kenyataannya terjadinya hak milik tersebut bukan lagi menurut
hukum adat melainkan menurut peraturan pemerintah. Ketentuan lainnya
yang secara tegas mengatur hak milik atas tanah menurut hukum adat
disebutkan dalam pasal 56 UUPA yang menyatakan bahwa:
Selama undang-undang mengenai hak milik…belum terbentuk, maka
yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan hukum adat setempat dan
peraturan-peraturan lainnya mengenai hak-hak atas tanah
sebagaimana atau mirip dengan yang dimaksud dalam Pasal 20
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan-ketentuan
undang-undang ini.7
Salah satu hak ulayat adalah Tanah Tongkonan di Kabupaten Tana
Toraja dan Toraja Utara. Tanah Tongkonan merupakan tanah bersama
para warga masyarakat hukum adat Tongkonan, adapun masyarakat
6 Pide, Suriyaman dan Sri Susyanti Nur, 2009, Dasar-Dasar Hukum Adat, Pelita Pustaka,
Makassar, hlm. 115
7 Ibid, hlm. 116
8hukum adat Tongkonan bersifat genealogis. Tanah Tongkonan
merupakan tanah yang dimiliki oleh Tongkonan yang terdiri atas 4
(empat), yaitu:
1) Tanah kering atau tanah yang biasa disebut Kombong
Tongkonan yaitu suatu wilayah Tongkonan, yang dapat
dimanfaatkan langsung oleh anggota Tongkonan yang
bersangkutan untuk membangun Tongkonan dan rumah tinggal.
2) Sawah Tongkonan yang lazim disebut Kande Tongkonan yaitu
tanah dalam bentuk sawah yang disiapkan untuk suatu
Tongkonan dimana hasil tanah tersebut digunakan bilamana
rumah Tongkonan tersebut mengalami kerusakan.
3) Rante Tongkonan yaitu suatu tempat untuk melaksanakan pesta
pemakaman dari anggota keluarga Tongkonan apabila ada yang
meninggal. Sesuatu hal yang dilakukan berdasarkan kebiasaan
dikalangan masyarakat Toraja.
4) Liang Tongkonan yaitu berupa kuburan batu atau patane yang
terletak di dalam wilayah tanah Tongkonan yang bersangkutan
yang merupakan tempat untuk menyimpan mayat dari anggota
keluarga Tongkonan yang telah diupacarakan. 8
Setiap anggota dalam rumpun keluarga maupun mereka yang bukan
merupakan anggota rumpun Tongkonan seizin tetuah adat memiliki
kesempatan dalam mengelola dan mencari penghidupan dari sawah
8 Ibid, hlm. 37
9Tongkonan. Tetapi dari hasil garapan tersebut wajib memberikan
sepersekian persen dari hasil garapannya kepada Tongkonan. Untuk
Tanah Kering, Rante dan Liang Tongkonan memang hanya dikhususkan
untuk keturunan Tongkonan. Orang Toraja juga menjunjung tinggi
pengabdian kepada Tongkonannya. Pada saat bangunan Tongkonan
mengalami kerusakan, rumpun keluarga akan berusaha semampu dan
sekuat tenaga untuk memperbaikinya. Sama halnya pada saat
mengadakan upacara adat maka seluruh rumpun keluarga bergotong-
royong dalam persiapan dan pelaksanaannya. Ketika ada bagian dari
rumpun keluarga yang tidak mampu dalam hal finansial maka akan
dibantu oleh kerabat dalam rumpun keluarga tersebut.
Pengelolaan Tanah Tongkonan dilakukan secara bersama oleh
rumpun keluarga dengan syarat mereka turut andil dalam memelihara dan
menjaga Tongkonan dan pada hakikatnya tidak dapat dimiliki secara
individu. Tetapi dewasa ini telah ada tanah Tongkonan yang didaftarkan
dan memiliki sertifikat atas nama pribadi oleh anggota rumpun keluarga
Tongkonan.
Dikarenakan alasan-alasan tertentu seperti sumbangsih yang besar
kepada Tongkonan, kini telah ada tanah kering atau Kombong Tongkonan
yang diberikan melalui pelepasan adat yang dikenal dengan istilah Ma’
Kombongan dan atas persetujuan para tetua adat Tongkonan yang
mewakili rumpun keluarga dapat disertifikatkan atas nama pribadi orang
tersebut dan telah menjadi Hak Milik. Proses permohonan sertifikat ke
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BPN mengikuti proses normal seperti tanah lainnya. Bagi yang
mendapatkan bagian dari tanah Tongkonan melalui proses Ma’
Kombongan sekalipun telah memiliki sertifikat yang dikeluarkan secara
resmi oleh BPN, tanah tersebut masih tetap terikat Hukum Adat sehingga
tunduk atas Hukum Adat yang berlaku, antara lain tanah tersebut dilarang
untuk dialihkan kepada pihak lain (seperti jual beli). Alasan Hukum Adat
tidak mengindahkan pengalihan hak atas tanah tersebut adalah akan
masuknya orang yang bukan merupakan rumpun keluarga dari
Tongkonan ke wilayah Tongkonan sehingga akan melunturkan tatanan
masyarakat hukum adat Tongkonan yang merupakan masyarakat hukum
genealogis.
Fenomena yang terjadi di atas menunjukan adanya ketidaksesuaian
antara peraturan perundang-undangan dalam hal ini adalah UUPA dan
hukum adat.  Ketika tanah tersebut telah disertifikatkan maka haknya
menjadi hak milik dan menurut UUPA hak milik adalah hak terkuat dan
terpenuhi. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA, “Hak
milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dipunyai
orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6.” Dan
dapat beralih ataupun dialihkan oleh pemegang hak, seperti yang
ditegaskan dalam Pasal 20 ayat (2) UUPA, “Hak milik dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain.”
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Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka penulis
mengusulkan proposal penelitian dengan judul “Peralihan Hak Milik Atas
Tanah Yang Berasal Dari Tanah Tongkonan”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas
dan untuk membatasi pembahasan penulisan skripsi ini, maka
permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimanakah peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari
tanah Tongkonan?
2. Bagaimana implikasi hukum atas peralihan hak milik atas tanah
yang berasal dari tanah Tongkonan?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui peralihan hak milik atas tanah yang berasal
dari tanah Tongkonan.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum atas peralihan hak milik atas
tanah yang berasal dari tanah Tongkonan.
D. Manfaat
Selain tujuan di atas tentunya dalam penelitian ini juga mempunyai
beberapa manfaat, diantaranya sebagai berikut:
1. Manfaat Teoritis / Akademis
Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan
ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada
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khususnya, serta bagi yang berminat meneliti lebih lanjut tentang
peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah
Tongkonan.
2. Manfaat Praktis
- Sebagai tambahan wawasan pengetahuan tentang peralihan
hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Tongkonan.
- Sebagai bahan referensi bagi penelitian yang sama dengan
penelitian ini.
- Diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan
bagi pemerintah atau pihak-pihak terkait dalam menentukan
kebijakan yang akan datang.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hak Milik
1. Pengertian Hak Milik
Hak Milik atas tanah disebutkan dalam pasal 16 ayat (1) huruf a
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (UUPA). Secara khusus, Hak Milik atas tanah diatur
dalam pasal 20 sampai dengan pasal 27 UUPA. Pasal 50 ayat (1)
UUPA menyatakan bahwa “ketentuan lebih lanjut mengenai Hak
Milik diatur dengan undang-undang”. Undang-Undang tentang Hak
Milik atas tanah yang diperintahkan oleh pasal 50 ayat (1) UUPA
sampai sekarang belum terbentuk. Selama Undang-Undang tentang
Hak Milik belum terbentuk, maka diberlakukan pasal 56 UUPA, yaitu
“Selama Undang-undang tentang Hak Milik belum terbentuk, maka
yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan Hukum Adat setempat dan
peraturan-peraturan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan
UUPA.”
Pengertian dan sifat Hak Milik atas tanah disebutkan dalam
pasal 20 ayat (1) UUPA, menyatakan bahwa “Hak Milik adalah hak
turun-temurun, terkuat, terpenuh, yang dapat dipunyai orang atas
tanah dengan mengingat ketentuan Pasal 6”. Turun-temurun artinya
Hak Milik atas tanah dapat berlangsung terus selama pemiliknya
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masih hidup dan bila pemiliknya meninggal dunia, maka Hak Milik
atas tanah dapat diteruskan oleh ahli warisnya sepanjang ahli
warisnya memenuhi syarat sebagai subjek Hak Milik.
Terkuat artinya Hak Milik lebih kuat bila dibandingkan dengan
hak atas tanah yang lain, tidak mempunyai batas waktu tertentu,
mudah dipertahankan dari gangguan pihak lain, dan tidak mudah
hapus. Terpenuh, artinya Hak Milik atas tanah memberi wewenang
kepada pemiliknya paling luas bila dibandingkan dengan hak atas
tanah lain, dapat menjadi induk bagi hak atas tanah yang lain, dan
penggunaan tanahnya lebih luas bila dibandingkan dengan hak atas
tanah yang lain. Hak Milik atas tanah dimiliki oleh perseorangan
warga negara Indonesia dan badan-badan hukum tertentu yang
ditetapkan oleh pemerintah. Dalam menggunakan Hak Milik atas
tanah harus memperhatikan fungsi sosial hak atas tanah, yaitu tidak
boleh merugikan kepentingan orang lain, penggunaan tanah harus
memperhatikan sifat, tujuan, dan keadaan tanahnya, adanya
keseimbangan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan
umum, dan tanah harus dipelihara dengan baik agar bertambah
kesuburannya dan dicegah kerusakannya.9
Menurut A. P. Parlindungan, kata-kata terkuat dan terpenuh itu
bermaksud untuk membedakannya dengan Hak Guna Usaha, Hak
Guna Bangunan, Hak Pakai dan hak-hak lainnya, yaitu untuk
9 Santoso, Urip, 2015, Perolehan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenadamedia, hlm.
37-38
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menunjukkan bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat
dipunyai orang, hak miliklah yang “ter” (paling kuat dan penuh).
Begitu pentingnya Hak Milik, pemerintah memberikan perhatian yang
sangat serius terhadap persoalan Hak Milik atas tanah tersebut. Hal
ini dapat terlihat dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Wewenang Pemberian Hak
Atas Tanah. Namun demikian, pada tahun 1993 pemerintah
mengganti Permendagri Nomor 6 Tahun 1972 tersebut dengan
Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian
dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
Dalam pasal 3 Permenagraria Nomor 3 Tahun 1999 dinyatakan
bahwa:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya memberi
keputusan mengenai:
1) Pemberian hak milik atas tanah pertanian yang luasnya
tidak lebih dari 2 ha (dua hektar);
2) Pemberian hak milik atas tanah nonpertanian yang luasnya
tidak lebih dari 2.000 m2 (dua ribu meter persegi), kecuali
mengenai tanah bekas Hak Guna Usaha;
3) Pemberian Hak Milik atas tanah dalam rangka pelaksanaan
program:
a. Transmigrasi;
b. Redistribusi tanah;
c. Konsolidasi tanah;
d. Pendaftaran tanah secara massal baik dalam rangka
pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematik
maupun sporadik.
Pemberian Hak Milik atas tanah, bukan saja diberikan kepada
perseorangan, tetapi juga dapat diberikan kepada badan-badan
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hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
memberikan landasan hukum yang terkuat kepada badan-badan
hukum untuk mendapatkan hak milik atas tanah, Pemerintah
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang
Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik
Atas Tanah. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963
menyatakan bahwa: Badan-badan hukum yang disebut di bawah ini
dapat mempunyai hak milik atas tanah, masing-masing dengan
pembatasan yang disebutkan pada Pasal 2, 3, dan 4 peraturan ini:
a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut
bank negara);
b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang
didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 79 Tahun 1958
(KN 1958 No. 139);
c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri
Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri
Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri
Kesejahteraan Sosial.10
Prof. C. van Vollenhoven menerangkan dengan tegas dalam
bukunya De Indonesier en zijn grond (Orang Indonesia dan
tanahnya), halaman 5 dan seterusnya antara lain, bahwa hak milik
itu adalah suatu hak eigendom Timur (Oosters eigendomsrecht),
yang walaupun tidak berdasar B. W. mengandung banyak inti
(essentialia) yang sama dengan hak eigendom menurut hukum
Perdata Barat B. W. Orang yang mempunyai Hak Milik dapat
bertindak menurut kehendak sendiri, asal saja tidak melanggar
10 Supriadi, 2006, Hukum Agraria, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 65-66
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Hukum Adat setempat dan tidak melampaui batas-batas yang
diadakan oleh Pemerintah. Ia berkuasa menjual tanahnya,
menggadaikan, memberikan sebagai hadiah kepada orang lain dan
jika ia meninggal dunia, tanah itu menjadi hak warisnya. Hak Milik itu
dahulu disebut dalam bahasa asing Indonesisch bezitsrecht, hal ini
seringkali dapat menyesatkan orang, sebab Hak Milik itu tidak sama
atau tidak ada hubungannya dengan hak bezit (Pasal 529 B. W),
sebab hak bezit hanya menunjukkan hubungan yang nyata, yang
kelihatan saja (feitelijke verhouding), dan tidak mengenai hubungan
hukum (rechtsverhouding).11 Menurut pendirian pemerintah hak milik
dibagi dalam dua bagian yaitu hak milik perseorangan yang turun-
temurun, atau dengan singkat hak milik (erfelijk individueel bezit) dan
hak milik kommunal, atau dengan singkat hak komunal (communal
bezit).
Perbedaan antara hak milik perseorangan dan hak milik
komunal menurut pendapat pemerintah dahulu hanya terletak dalam
pemegang hak saja, sebab isinya sama. Apabila yang memegang
hak milik itu perseorangan, hak itu disebut hak milik perseorangan
yang turun temurun, sedang jika yang memegang hak itu
persekutuan hukum seperti desa dan sebagainya, hak itu dinamakan
hak milik komunal.12
11 Ruchiyat, Eddy, 2006, Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi, Bandung: PT.
Alumni, hlm. 37
12 Ibid, hlm. 39
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2. Lahirnya Hak Milik atas Tanah
Terdapat 3 cara terjadinya Hak Milik atas tanah, yaitu:
a. Hak atas tanah terjadi menurut Hukum Adat.
Hak atas tanah yang terjadi menurut Hukum Adat adalah
Hak Milik. Terjadinya Hak Milik ini melalui pembukaan
tanah dan lidang tanah (Aanslibbing).
Yang dimaksud pembukaan tanah adalah pembukaan
hutan yang dilakukan secara bersama-sama oleh
masyarakat hukum adat yang dipimpin oleh kepala/ketua
adat. Selanjutnya kepala/ketua adat membagikan hutan
yang sudah dibuka tersebut untuk pertanian atau bukan
pertanian kepada masyarakat hukum adat.
Yang dimaksud dengan lidah tanah (Aanslibbing) adalah
pertumbuhan tanah di tepi sungai, danau, atau laut. Tanah
yang tumbuh demikian ini menjadi kepunyaan orang yang
memiliki tanah yang berbatasan, karena pertumbuhan
tanah tersebut sedikit banyak terjadi karena usahanya.
Dengan sendirinya terjadinya Hak Milik secara demikian ini
juga melalui suatu proses pertumbuhan yang memakan
waktu.
b. Hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah
Hak atas tanah yang terjadi di sini tanahnya semula
berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara.
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Hak atas tanah ini terjadi melalui permohonan pemberian
hak atas tanah negara. Menurut Pasal 1 ayat (8) Peraturan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional No. 9 Tahun 1999, yang dimaksud pemberian
hak atas tanah adalah penetapan pemerintah yang
memberikan suatu hak atas tanah negara, perpanjangan
jangka waktu hak, pembaruan hak, perubahan hak,
termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan.
Terjadinya hak atas tanah karena penetapan pemerintah
diawali oleh permohonan pemberian hak atas tanah atas
tanah negara kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten/Kota setempat. Kalau
semua persyaratan yang ditentukan dalam permohonan
pemberian hak atas tanah dipenuhi oleh pemohon, maka
Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia,
atau pejabat Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia yang diberi pelimpahan kewenangan
menerbitkan Surat Keputusan Pemberian Hak (SKPH).
SKPH disampaikan kepada pemohon dan selanjutnya
didaftarkan oleh pemohon kepada Kepala Kantor
Pertanahan Kabupaten/Kota setempat untuk dicatat dalam
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Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat. Pendaftaran SKPH
menandai lahirnya hak atas tanah.
c. Hak atas tanah terjadi karena ketentuan undang-undang
Hak atas tanah ini terjadi karena undang-undanglah yang
menciptakannya. Hak atas tanah ini terjadi karena
ketentuan Undang-undang diatur dalam Ketentuan-
ketentuan Konversi UUPA.
Terjadinya hak atas tanah ini atas dasar ketentuan
konversi (perubahan status hak) menurut UUPA. Sejak
berlakunya UUPA pada tanggal 24 September 1960,
semua hak atas tanah yang ada sebelumnya diubah
menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.13
3. Hak Perseorangan atas Tanah
Hak milik atas tanah dari seseorang warga persekutuan yang
membuka dan mengerjakan tanah itu pengertiannya adalah, bahwa
warga yang mendiami tanah itu berhak sepenuh-penuhnya atas
tanahnya tetapi dengan ketentuan wajib menghormati:
a. Hak ulayat desanya.
b. Kepentingan-kepentingan orang lain yang memiliki tanah.
c. Peraturan-peraturan adat seperti kewajiban memberi izin
ternak orang lain masuk dalam tanah pertaniannya selama
tanah itu tidak dipergunakan dan tidak dipagari.
Hak milik atas tanah ini, yang dalam bahasa Belanda disebut
Inlands bezitrecht artinya adalah bahwa pemiliknya berkuasa penuh
13 Santoso, Urip, 2010, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana
Prenadamedia, hlm. 54-56
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atas tanahnya yang bersangkutan seperti halnya ia menguasai
rumah, ternak, sepeda atau lain-lain benda miliknya.14 Perlu kiranya
dikemukakan juga disini, bahwa di samping hak milik atas tanah
(inlands bezitrecht) demikian ini, dikenal juga adanya hak milik
terkekang atau terbatas atas tanah (ingeklemd inlands bezitrecht),
yaitu apabila pemiliknya kekuasaan atas tanah tersebut dibatasi oleh
hak pertuanan desa. Tergantung dari kuat atau tidaknya pengaruh
hak pertuanan desa atas tanah yang dikuasai itu, apakah dan
sampai dimanakah ada pembatasan terhadap hak milik atas tanah
dimaksud. Kalau hak pertuanan desa itu masih sangat kuat, maka
hampir tidak mungkin hak milik atas tanah ini dipindahkan ke tangan
orang lain, bahkan ada daerah yang hak milik itu hanya dimiliki untuk
waktu yang tertentu dan pada akhir waktu itu tanahnya harus
diserahkan kepada lain anggota persekutuan desa. Sesuai
ketentuan-ketentuan konversi pasal VII UUPA hak ini menjadi hak
pakai ex. pasal 41 ayat (1).
Kalau hak pertuanan desa sudah tidak kuat lagi pengaruhnya,
maka tanah itu dapat dimiliki terus sampai wafatnya si pemilik dan
kemudian oleh persekutuan ditetapkan lagi siapa yang akan menjadi
pemilik baru. Dan apabila hak pertuanan desa itu sudah sangat
lemah, maka hak milik atas tanah setelah wafat si pemilik dengan
sendirinya jatuh kepada tangan ahli warisnya; dan ini hanya dapat
14 Wignjodipoero, Soerojo, 1983, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat, Jakarta: PT.
Gunung Agung, hlm. 202
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dicabut dalam beberapa hal, misalnya kalau si pemilik dengan
segenap keluarganya meninggalkan daerah desa tersebut untuk
selama-lamanya. Berdasarkan ketentuan-ketentuan konversi pasal
VII menjelma menjadi hak milik ex. pasal 20 ayat (1).15 Hak-hak
dimiliki oleh pemegang hak atas tanah terhadap hak atas tanah,
adalah:
a. Mempergunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari
tanah.
Kata “menggunakan tanah” mengandung pengertian bahwa
pemegang hak atas tanah mempunyai hak menggunakan
tanahnya untuk kepentingan mendirikan bangunan,
sedangkan kata mengambil manfaat dari tanah
mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah
mempunyai hak menggunakan tanahnya untuk kepentingan
pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
b. Mewariskan hak atas tanah.
Pemegang hak atas tanah sebagai pewaris berhak
mewariskan hak atas tanahnya kepada ahli warisnya,
sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek
hak atas tanah dari hak atas tanah yang menjadi objek
pewarisan.
c. Memindahkan  hak atas tanah.
Pemegang hak atas tanah berhak memindahkan ha katas
tanahnya dalam bentuk jual beli, hibah, tukar-menukar,
pemasukan dalam modal perusahaan (inberg), lelang
kepada pihak lain.
d. Membebani hak atas tanah dengan Hak Tanggungan.
Pemegang hak atas tanah berhak menjadikan ha katas
tanahnya sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan kepada kreditor (bank).
e. Melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah.
Pemegang hak atas tanah berhak melepaskan atau
menyerahkan hak atas tanahnya kepada instansi
pemerintah atau perusahaan swasta dengan pemberian
ganti kerugian.16
15 Ibid, hlm. 203
16 Santoso, Urip, Op.Cit (Note 2), hlm. 69
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Menurut hukum adat hanya anggota masyarakat hukum dapat
menjadi subyek hak milik atas tanah dalam wilayah kekuasaan suku
bangsa. Kemudian, masyarakat hukum pun dapat menjadi subyek
hak milik atas tanah, misalnya apabila masyarakat hukum tersebut
membeli tanah untuk kepentingan anggota bersama.17
B. Peralihan Hak
Pasal 20 ayat (2) UUPA menetapkan bahwa Hak Milik dapat beralih
dan dialihkan kepada pihak lain. Dua bentuk peralihan Hak Milik atas
tanah, yaitu:
1. Beralih
Beralih artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari
pemiliknya kepada pihak lain disebabkan karena peristiwa
hukum. Peristiwa hukum adalah meninggal dunianya pemilik
tanah, maka Hak Milik atas tanah secara yuridis berpindah
kepada ahli warisnya sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat
sebagai subjek Hak Milik.
Berpindahnya Hak Milik atas tanah ini melalui suatu proses
pewarisan dari pemilik tanah sebagai pewaris kepada pihak lain
sebagai ahli waris.
2. Dialihkan
Dialihkan artinya berpindahnya Hak Milik atas tanah dari
pemiliknya kepada pihak lain disebabkan oleh perbuatan hukum.
Perbuatan hukum adalah perbuatan yang menimbulkan akibat
hukum.Contoh perbuatan hukum adalah jual-beli, tukar-menukar,
hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inberg), lelang.18
Mengalihkan hak atas tanah menurut hukum adat, harus dengan
dukungan (medewerking) kepala suku/masyarakat hukum/desa agar
perbuatan itu terang dan sahnya (rechtsgeldigheid) ditanggung kepala
tersebut. Kecuali itu, kepala suku/masyarakat hukum/desa harus
17 Soetiknjo, Iman, 1994, Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia Dengan Tanah Yang
Berdasarkan Pancasila, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 64
18 Santoso, Urip, Op.Cit (Note 1), hlm. 38-39
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menjamin agar hak-hak ahli waris, para tetangga (buren recht), tidak
dilanggar, apabila tanah hak milik tersebut akan dijual lepas, dijual
oyodan/tahunan atau dijual akad/sende, gadai. Apabila akan diadakan
perbuatan hukum seperti tersebut tadi, maka:
a. Harus ada persetujuan dari ahli waris, apabila hubungan ahli
waris masih kuat. Mungkin mereka yang akan “membeli” tanah
itu untuk seterusnya, untuk satu musim, atau untuk suatu waktu
tertentu (gadai).
b. Hak tetangga (burenrecht) dan hak sesama anggota
suku/masyarakat hukum/desa (naastings recht) harus
diperhatikan juga. Apabila akan diadakan perbuatan hukum
tersebut di atas maka kecuali para ahli waris, para tetangga yang
tanahnya berbatasan harus diberi prioritas untuk membeli tanah
yang akan dijual itu. Dan bilamana calon pembeli itu bukan
anggota suku/masyarakat hukum/desa, maka anggota
suku/masyarakat hukum/desa lebih dahulu harus diberi
kesempatan untuk membeli tanah yang akan dijual itu.
c. Apabila ahli waris, tetangga maupun sesama anggota suku tidak
ada yang mau membeli tanah tersebut, baru ada kemungkinan
bagi anggota bukan anggota suku/masyarakat hukum/desa
untuk membeli tanah tersebut.
Untuk ini diperlukan keputusan desa dan atas dasar itu, oleh kepala
suku/masyarakat hukum/desa yang bertindak keluar mewakili
suku/masyarakat hukum/desa, di berikan izin. Bukan anggota yang
diperkenankan membeli tanah itu harus membayar sewa bumi (retribusi)
secara tetap, kecuali apabila ia lambat laun diterima sebagai anggota.
Pada saat transaksi diadakan, bukan anggota harus memberi sejumlah
kecil uang sebagai uang pengukuhan transaksi (pago-pago, Batak, atau
uang saksi). Apabila transaksi-transaksi tersebut di atas tidak dilakukan
dengan dukungan (medewerking) kepala suku/masyarakat hukum/desa,
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maka perbuatan itu dianggap perbuatan yang tidak terang, tidak sah dan
tidak berlaku terhadap pihak ketiga.19
C. Hak Ulayat
1. Pengertian Hak Ulayat
Hak Ulayat merupakan hak penguasaan atas tanah dalam
hukum adat yang mengandung 2 (dua) unsur yang beraspek hukum
keperdataan dan publik. Subjek hak ulayat adalah masyarakat
hukum adat baik territorial ataupun genealogis sebagai bentuk
bersama para warganya. Tanah ulayat adalah adalah tanah bersama
para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Dibawah
hak ulayat adalah hak kepala adat dan para tetua adat yang sebagai
petugas masyarakat hukum adat berwenang mengelola, mengatur
dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan dan
pemeliharaan tanah-tanah tersebut.20
Hak Ulayat mempunyai kekuatan yang berlaku kedalam dan
keluar. Ke dalam, berhubungan dengan para warganya. Sedang
kekuatan berlaku keluar dalam hubungannya dengan bukan anggota
masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing atau orang
luar. Untuk perangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban
masyarakat hukum adat itu, UUPA memakai nama Hak Ulayat.
Sebenarnya, untuk hak itu Hukum Adat tidak memberikan nama.
Nama yang ada menunjuk kepada tanah yang merupakan wilayah
19 Soetiknjo, Iman, Op.Cit, hlm 61-62
20 Boedi, Harsono, 2008, Hukum Agraria Indonesia, Jakarta: Djambatan, hlm. 185
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lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ulayat artinya
wilayah. Banyak daerah mempunyai nama untuk lingkungan
wilayahnya itu.21
Antara hak persekutuan ini (hak ulayat) dan hak para warganya
masing-masing (hak individu) ada hubungan timbal balik yang saling
mengisi. Artinya lebih intensif hubungan antar individu, warga
persekutuan, dengan tanah yang bersangkutan, maka lebih
kuranglah kekuatan berlakunya hak ulayat persekutuan terhadap
tanah dimaksud; tetapi sebaliknya apabila hubungan individu dengan
tanah tersebut, menjadi makin lama makin kabur, karena misalnya
tanah itu kemudian ditinggalkan olehnya ataupun tanah itu kemudian
tidak atau kurang dipeliharanya, maka tanah dimaksud kembali
lambat laun masuk ke dalam kekuasaan hak ulayat persekutuan.
Jadi hubungan atau interrelasi antara hak ulayat dan hak individu
satu sama lain adalah dalam keadaan menggembung dan
mengempis, tergantung pada intensitas (penggarapan) pengerjaan
tanah oleh individu.
Yang menjadi objek ulayat ini:
a. Tanah (daratan).
b. Air (perairan seperti misalnya: kali, danau, pantai beserta
perairannya).
c. Tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar (pohon buah-
buahan, pohon untuk kayu pertukangan atau kayu bakar,
dan sebagainya).
d. Binatang liar yang hidup bebas dalam hutan.22
21 Ibid, hlm. 186
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Hak Ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2
syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya,
Hak Ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataannya masih ada”,
demikian Pasal 3. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada Hak
Ulayat, tidak akan dilahirkan Hak Ulayat baru. Pelaksanaan Hak
Ulayat diatur juga di dalam Pasal 3.
Pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan
lain yang lebih tinggi.
UUPA mendudukkan Hak Ulayat itu pada tempat yang
sewajarnya dalam alam bernegara dewasa ini. Penjelasan Umum
(angka II/3) menegaskan, bahwa kepentingan sesuatu masyarakat
hukum harus tunduk pada kepentingan nasional dan negara yang
lebih tinggi dan lebih luas. Hak ulayat pelaksanaannya harus sesuai
dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan yang lebih luas
itu. Tidak dapat dibenarkan demikian Memori Penjelasan jika dalam
alam bernegara dewasa ini suatu masyarakat hukum adat masih
mempertahankan isi dan pelaksanaan Hak Ulayatnya secara mutlak.
Seakan-akan masyarakat hukum adat itu terlepas dari masyarakat-
masyarakat hukum dan daerah-daerah lainnya, di dalam lingkungan
negara sebagai kesatuan. Seakan-akan anggota-anggota
masyarakat hukum itu sendirilah yang berhak atas tanah wilayahnya
22 Muhammad, Bushar, 2006, Pokok-Pokok Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.
104-105
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itu. Seakan-akan tanah wilayahnya itu hanya diperuntukkan bagi
anggota-anggota masyarakat hukum adat itu sendiri. Sikap yang
demikian oleh UUPA dianggap bertentangan dengan asas-asas yang
tercantum dalam pasal 1 dan 2.
Ketentuan dalam pasal 3 UUPA berpangkal pada pengakuan
adanya hak ulayat dalam Hukum Tanah Nasional, yang
sebagaimana dinyatakan dalam uraian di atas merupakan hak
penguasaan yang tertinggi dalam lingkungan masyarakat hukum
adat tertentu atas tanah yang merupakan kepunyaan bersama para
warganya. Tanah itu sekaligus merupakan wilayah daerah
kekuasaan masyarakat hukum yang bersangkutan. Pengakuan
tersebut disertai 2 syarat, yaitu, pertama mengenai eksistensinya
dan kedua mengenai pelaksanaannya. Hak ulayat diakui
eksistensinya, bilamana menurut kenyataannya di lingkungan
kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan
memang masih ada. Jika ternyata masih ada, pelaksanaannya harus
sedemikian rupa sehingga sesuai dengan undang-undang dan
peraturan-peraturan yang lebih tinggi. Demikian dinyatakan dalam
pasal 3 dan dijelaskan dalam Penjelasan Umum II angka (3).
Apa yang merupakan kriteria bagi masih adanya hak ulayat di
lingkungan kelompok warga masyarakat hukum adat tertentu itu
tidak terdapat ketentuannya, baik dalam UUPA sendiri maupun
dalam penjelasannya. Kiranya masih adanya hak ulayat diketahui
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dari kenyataan mengenai 1) masih adanya suatu kelompok orang-
orang yang merupakan warga suatu masyarakat hukum adat tertentu
dan 2) masih adanya tanah yang merupakan wilayah masyarakat
hukum adat tersebut, yang disadari sebagai kepunyaan bersama
para warga masyarakat hukum adat itu sebagai “lebensraum”-nya.
Selain itu, eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat yang
bersangkutan juga diketahui dari kenyataan, masih adanya 3) kepala
adat dan para tetua adat yang ada pada kenyataannya diakui oleh
para warganya, melakukan kegiatan sehari-hari, sebagai pengemban
tugas kewenangan masyarakat hukum adatnya, mengelola,
mengatur peruntukan, penguasaan dan penggunaan tanah bersama
tersebut. Menurut kenyataannya, memang terdapat masyarakat-
masyarakat hukum adat dimana hak ulayat itu masih ada, tetapi
intensitas eksistensinya di berbagai daerah sangat bervariasi.
Kenyataannya tidak mungkin dikatakan secara umum bahwa di
suatu daerah tertentu masih ada hak ulayat atau tidak pernah
terdapat atau tidak terdapat lagi hak ulayat. Kepastian mengenai
eksistensi hak ulayat di suatu masyarakat hukum adat tertentu hanya
dapat diperoleh dengan cara meneliti keadaan masyarakat hukum
adat tersebut, apabila terdapat masalah yang perlu diselesaikan.
Dalam sejarah perkembangan Hukum Adat Tanah di berbagai
daerah memang tampak adanya kecenderungan alamiah mengenai
makin menjadi melemahnya hak ulayat, karena pengaruh intern
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berupa bertambah menguatnya hak-hak individual para warga
masyarakat hukum adatnya. Seringkali kenyataan itu diperkuat oleh
adanya pengaruh ekstern, terutama kebijakan dan tindakan pihak
penguasa, berupa perubahan dalam tata susunan dan penetapan
lingkup tugas kewenangan perangkat pemerintahan di daerah yang
bersangkutan. Kenyataan menjadi lemah atau hilangnya hak ulayat
masyarakat hukum adat tertentu juga mungkin diakibatkan adanya
kebijakan dan tindakan-tindakan lain dari pihak penguasa selama
orde baru, dalam usaha memperoleh tanah yang merupakan tanah
ulayat untuk berbagai pembangunan, baik oleh Pemerintah ataupun
pengusaha swasta.23 Penentuan tentang keberadaan hak ulayat
dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda) dengan
mengikutsertakan masyarakat hukum adat yang ada di daerah
tersebut, pakar hukum adat, LSM, dan instansi yang terkait dengan
sumber daya alam. Keberadaan hak ulayat itu dinyatakan dalam
peta dasar pendaftaran tanah, dan bila batas-batasnya dapat
ditentukan menurut tata cara pendaftaran tanah, batas tersebut
digambarkan pada peta dasar pendaftaran tanah dan tanah dicatat
dalam daftar tanah.24
2. Pemegang Haknya
Pemegang Hak Ulayat adalah masyarakat hukum adat. Ada
yang teritorial, karena para warganya bertempat tinggal di wilayah
23 Harsono, Boedi, Op.Cid, hlm. 190-193
24 Sumardjono, Maria, 2006, Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,
Jakarta: Buku Kompas, hlm. 68
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yang sama, seperti nagari di Minangkabau. Ada pula yang
genealogis, yang para warganya terikat oleh pertalian darah, seperti
suku dan kaum.
3. Tanah Yang Dihaki
Yang menjadi objek Hak Ulayat adalah semua tanah dalam
wilayah masyarakat hukum adat teritorial yang bersangkutan. Tidak
selalu mudah untuk mengetahui secara pasti batas-batas tanah
ulayat suatu masyarakat hukum adat teritorial. Kalau masyarakat
hukum adatnya bersifat genealogis, diketahui tanah yang mana
termasuk tanah yang dipunyai bersama. Karena Hak Ulayat meliputi
semua tanah, maka dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang
bersangkutan tidak ada “res nullius”.
4. Terciptanya Hak Ulayat
Hak Ulayat sebagai hubungan hukum konkret, pada asal
mulayanya diciptakan oleh nenek moyang atau sesuatu kekuatan
gaib, pada waktu meninggalkan atau menganugerahkan tanah yang
bersangkutan kepada orang-orang yang merupakan kelompok
tertentu. Hak Ulayat sebagai lembaga hukum sudah ada
sebelumnya, karena masyarakat hukum adat yang bersangkutan
bukan satu-satunya yang mempunyai Hak Ulayat.
Bagi sesuatu masyarakat hukum adat tertentu, Hak Ulayat bisa
tercipta karena pemisahan dari masyarakat hukum adat induknya,
menjadi masyarakat hukum adat baru yang mandiri, dengan
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sebagian wilayah induknya sebagai tanah ulayatnya.25 Istilah hak
komunal pra UUPA dikenal sebagai hak yang dimiliki secara turun-
temurun  termasuk Hak Ulayat (Hak Kolektif) atas tanah yang para
pendukung haknya adalah masyarakat persekutuan hukum adat
bukan hak individu. Dalam perkembangan masyarakat hukum adat
mengalami perubahan karena adanya faktor-faktor yang sangat
berpengaruh bahkan tidak bisa dipungkiri sebagai penyebabnya.
Dalam kenyataannya, hukum adat dengan hak komunal (hak kolektif)
sebagai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai suatu tatanan
yang ditaati secara turun temurun oleh kelompok masyarakat hukum
adat yang mengarah pada proses deulayatisasi akan hak-hak
ulayatnya dengan sejumlah kriteria keberadaannya mengalami
perubahan atau pergeseran disebabkan oleh berbagai faktor. Ter
Haar (Ter Haar-Poesponoto 2001: 20-23) mengemukakan adanya
berbagai faktor, mulai dari “perjalanan nasib masyarakat itu sendiri”
hingga “reaksi dan penolakan terhadap pengaruh luar”. Akan tetapi
pendorong utama ke arah perubahan bentuk menurut Ter Haar
adalah:
1. Karena keinginan untuk berdiri sendiri
2. Berkurangnya hasil hutan dan ketersediaan tanah
3. Konflik (permusuhan) antar-kerabat
25 Harsono, Boedi, Op.Cit. hlm. 281
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Dalam penggambarannya meninggalkan persekutuan
hukumnya, menurut Ter Haar (Ter Haar Poesponoto 2001:20)
mereka menemukan dan menghadapi berbagai kondisi, seperti:
1. Daerah tidak bertuan atau yang sudah tidak berpenghuni.
2. Masyarakat lain dengan sikap yang bersahabat atau sikap
yang bermusuhan.
3. Kondisi alamiah: lembanh-sungai, pulau atau daratan.
4. Faktor penentu lainnya: struktur induk masyarakat pada
saat pengembaraan.
5. Interaksi dengan pihak luar yang semakin intensif,
mengubah kebutuhan ekonomi dan pola berfikir sehingga
perubahan akan terjadi yang walaupun lambat, tetapi pasti.
Dari kenyataan-kenyataan inilah yang menjadi penyebab untuk
sebuah kemungkinan terjadinya pergeseran dari yang sifatnya
komunal menjadi individualistis (hak kolektif mengarah pada hak-hak
perorangan). Sebagaimana oleh Maria S. W. Soemaryono; 2005;
177 bahwa falsafah Indonesia dalam konsep hubungan antar
manusia dengan tanah menempatkan individu dan masyarakat
sebagai kesatuan yang tak terpisahkan (kedwitunggalan). Namun
harus diketahui disamping hak perseorangan atas tanah tidak
bersifat mutlak, selalu ada batasnya yakni kepentingan orang lain
(fungsi sosial), dengan tetap memberikan tempat dan penghormatan
terhadap hak perseorangan.26
26 Pide, Suriyaman dan Sri Susyanti Nur, Op.Cit., hlm. 94-96
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D. Tanah Tongkonan
1. Masyarakat Hukum Tongkonan
Masyarakat hukum Tongkonan merupakan masyarakat hukum
genealogis. Masyakarat atau persekutuan hukum yang bersifat
genealogis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, di mana
para anggotanya terikat pada satu garis keturunan yang sama dari
satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan darah
(keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan
atau pertalian adat. Menurut para ahli hukum adat di masa Hindia
Belanda masyarakat genealogis itu dapat dibedakan dalam tiga
macam, yaitu bersifat patrilineal, matrilineal dan bilateral atau
parental.
Masyarakat patrilineal adalah yang susunan masyarakatnya
ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki, sedangkan garis
keturunan ibu disingkirkan.27 Masyarakat yang matrilineal adalah
yang susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan ibu
(garis wanita), sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan.
Masyarakat ini tidak mudah dikenal, karena walaupun ada nama-
nama keturunan sukunya, tetapi jarang digunakan secara umum.
Masyarakat yang bilateral atau parental adalah susunan
masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu
bapak dan ibu bersama-sama. Jadi hubungan kekerabatan antara
27Pide, Suriyaman, Op.Cit (Note 1), hlm. 72-73
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pihak bapak dan pihak ibu berjalan seimbang atau sejajar, masing-
masing anggota masuk dalam klen bapak dan klen ibu. Di alam
perkembangannya, susunan masyarakat yang genealogis tersebut
didukung oleh ikatan kekerabatan, bukan saja pertalian darah tetapi
juga pertalian perkawinan atau pertalian adat, terutama di kalangan
masyarakat yang patrilinial dan matrilineal. Sedangkan di kalangan
masyarakat kekeluargaan yang parental, nampaknya lebih banyak
cenderung pada keakraban yang bersifat ketetanggaan daripada
keakraban yang bersifat kekerabatan.28
2. Tongkonan
Fungsi dan peranan dari pada Tongkonan baik sebagai
lembaga dalam menghadapi masing-masing keluarga, juga pada
masyarakat luas, dimana masih banyak segi-segi yang mendukung
kedudukan Tongkonan itu dalam kehidupan sosial, seperti dalam
menghadapi tugas-tugas adat sebagai Tongkonan yang memegang
fungsi adat/pemangku adat, dalam menghadapi upacara adat yang
beraneka ragam yang dapat dilihat dalam kehidupan orang Toraja
sehari-hari. Tongkonan sekaligus merupakan balai-balai pertemuan
tempat pemangku adat membimbing dan mengatur masyarakat.
Tongkonan merupakan pusat ilmu dan kehidupan serta regenerasi
dalam tatanan masyarakat Toraja. Di dalam Tongkonan itulah para
leluhur menyampaikan pesan dan amanah kepada generasi pelanjut
28Ibid, hlm. 73
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Tongkonan. Sebagian besar amanah dan pesan leluhur disampaikan
dalam bentuk lisan yang biasa dikenal dengan ungkapan Kada
disedan sarong, Bisara ditoke’ tambane baka.29 Bagi penguasa adat
adalah tempat tinggal atau istana, serta Singgah Sana dan sebagai
tempat melaksanakan perintah serta pemerintahannya, tetapi bagi
masyarakat umum sebagai tempat menyelesaikan persoalan-
persoalan dalam lingkungan keluarga dan inilah yang merupakan
peranan besar dari pada Tongkonan bagi masyarakat Toraja.
Untuk pembangunan rumah Tongkonan di Tana Toraja
terdapat aturan-aturan tersendiri dalam semua proses
pembangunannya serta pemeliharaannya, namun pada garis
besarnya dalam hal ini dapat dibagi dalam 3 (tiga) bagian masing-
masing:
1) Dasar Pengabdian tiap orang kepada Tongkonannya.
2) Aturan Pembangunan Tongkonan.
3) Aturan Penabisan Tongkonan.30
Di Tana Toraja sekarang ini dikenal beberapa tingkatan
Tongkonan sesuai dengan peranan dan fungsinya dalam masyarakat
yang umumnya peranan itu ditentukan oleh Penguasa-Penguasa
yang pertama membangun Tongkonan tersebut masing-masing:
29 Patiung, Oktavianus, 2015, “Prinsip-Prinsip Pengaturan Penguasaan Tanah Tongkonan
Pada Masyarakat Hukum Adat Toraja”, Tesis, Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas
Hasanuddin, Makassar, hlm. 89
30L. T. Tangdilintin, 2014, Tongkonan Rumah Adat Toraja Arsitektur dan Ragam Hias
Toraja, Makassar: Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan, hlm. 47
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a. Tongkonan Layuk (layuk = maha = tinggi = agung) yaitu
Tongkonan yang pertama-tama menjadi sumber Perintah
dan kekuasaan dengan peraturan-peraturan tertentu dahulu
kala di Tana Toraja, dan Tongkonan-Tongkonan yang
dimaksud adalah sebagai tempat peraturan masyarakat
dan peraturan agama di susun dan Tongkonan ini
dinamakan pula Tongkonan Pesiok Aluk. (pesiok =
penyusun; aluk = aturan).
b. Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan dan lasim sekarang
dikenal dengan nama Tongkonan Kaparengngesan,
Tongkonan Kabarasan/Tongkonan Anak Patalo yaitu
Tongkonan yang didirikan oleh Penguasa-Penguasa Adat
dalam Masing-masing Daerah untuk membangun
pemerintahannya berdasarkan Aturan dari Tongkonan
Pesio’ Aluk atau Tongkonan Layuk.
c. Tongkonan Batu A’riri (batu = batu; a’riri = tiang) adalah
Tongkonan sebagai Tiang Batu keluarga hanya sebagai
Tongkonan persatuan keluarga yang kuat dan tempat
pembinaan warisan keluarga tetapi Tongkonan ini tidak
mempunyai kekuasaan atau Peranan Adat.
d. Banua Pa’ Rapuan, adalah sebenarnya Tongkonan Batu
A’riri dari keluarga Turunan Kasta rendah atau Tana’
Karurung dan Tana’ Kua-Kua. Peranan dari pada Banua
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Pa’rapuan ini tak ada bedanya dengan Tongkonan Batu
A’riri (pa’rapuan = kekeluargaan).31
Keluarga-keluarga dari Tongkonan itu mempunyai pula
kewajiban dan tugas-tugas pada Tongkonannya dan Lembaga
Tongkonan, yang kewajiban-kewajiban tersebut sebagai berikut:
1) Keluarga adalah pembela utama dari pada kehidupan
Lembaga Tongkonan dari tekanan sosial diluarnya yang
dikerjakan atas dasar persatuan dan kesepakatan.
2) Keluarga menjadi pengabdi tetap terpeliharanya fungsi dan
hak-hak Tongkonan di masyarakat, sebagai manifestasi
dan martabat peranan dari masing-masing Tongkonan
yang berkuasa.
3) Seluruh keluarga bersama-sama bertanggung jawab pada
tetap berdirinya bangunan Tongkonannya sebagai warisan
bersama seluruh keluarga, karena Tongkonan itu adalah
merupakan Lambang persatuan dari seluruh keluarga.
4) Tidak seorang pun yang terkecuali dalam pengabdian
kepada Tongkonannya sesuai fungsi dan hak-hak pada
Tongkonan dalam batas-batas kemampuan menurut tata
dan aturan kekeluargaan dalam lingkungan pewaris
Tongkonan. 32
31 L. T. Tangdilintin, 1981, Toraja dan Kebudayaannya, Tana Toraja: Yayasan Lepongan
Bulan, hlm. 163-164
32L.T. Tangdilintin, Op.Cit. (Note 1), hlm. 64
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Aturan atau kebijakan yang berlaku dan ditetapkan di
Tongkonan sebagian besar tidak tertulis. Berbicara mengenai hukum
tak tertulis, erat dengan keberadaan suatu masyarakat. Karena
hukum tak tertulis lahir dan terbentuk dalam masyarakat. Masyarakat
adalah sekumpulan orang yang terdiri dari berbagai macam individu
yang menempati suatu wilayah tertentu dimana di dalamnya terdapat
berbagai macam fungsi-fungsi dan tugas-tugas tertentu. Masyarakat
dapat terbentuk akibat kesamaan genealogis, kultur, budaya, agama,
atau karena ada di suatu teritori yang sama. Keteterikatan akan
hukum adat berarti bahwa hukum adat masih hidup dan dipatuhi da
nada lembaga adat yang masih berfungsi antara lain untuk
mengawasi bahwa hukum adat memang dipatuhi. Walaupun di
banyak tempat aturan yang berlaku tidak tertulis, namun diingat oleh
sebagian besar masyarakatnya.
Memang selama ini aturan tidak tertulis sering dianggap tidak
menjamin kepastian hukum karena dalam menyelesaikan suatu
masalah aturan yang dipakai dapat diterapkan berbeda. Lain dengan
undang-undang yang memperlakukan semua orang sama dihadapan
hukum. Padahal hal tersebut belum tentu baik, tidak selamanya
seseorang melakukan perbuatan dengan motif dan alasan yang
sama. Hal inilah yang tidak dimiliki oleh hukum tertulis.
Hukum tak tertulis sering dianggap tidak konsisten karena
dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kepentingan yang
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menghendakinya. Hal ini sangat baik karena akan menjamin rasa
keadilan bagi masyarakat. Hukum tertulis selama ini selalu tertinggal
dari fenomena yang muncul dalam masyarakat.Untuk itulah hukum
tak tertulis melakukan back up tentang undang-undang.
Hukum adat sebagai peraturan-peraturan hukum tidak tertulis
yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran
hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis
dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan
menyesuaikan diri dan elastis. Pada masyarakat adat Toraja,
sebagian besar aturan-aturan yang ada dalam masyarakatnya tidak
tertulis (Unwritten Law). Proses transformasi informasi melalui
bahasa lisan yang disampaikan oleh orang tua kepada anaknya atau
pemimpin Tongkonan kepada anggota Tongkonan. Hal ini dikawal
dengan adanya sanksi yang akan diberikan kepada mereka yang
melanggar Aluk, ada’ dan Pemali.
3. Status Penguasaan Tanah Tongkonan
Pengelolaan tanah Tongkonan dilakukan oleh keturunan yang
bermukim di lokasi tanah tersebut. Setiap keturunan dari pemilik
tanah Tongkonan berhak untuk tinggal dan membangun di atas
tanah Tongkonan dengan syarat sepanjang mereka ikut
berpartisipasi memelihara dan menjaga tanah milik keluarga
tersebut. Dalam artian apabila rumah Tongkonan berdasarkan
musyawarah keluarga ingin diperbaharui atau diperbaiki maka
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seluruh biaya membangun rumah itu dipikul oleh seluruh keturunan
Tongkonan. Boleh tidaknya seorang keturunan membangun dan
mendiami di atas tanah tersebut ditentukan dalam rapat keluarga.
Apabila seorang keturunan tidak lagi ikut memberi sumbangan bila
ada perbaikan-perbaikan rumah adat dalam areal tanah Tongkonan
tersebut maka biasanya rapat keluarga akan memutuskan tidak
menerima anggota keturunan tersebut menetap di areal tanah
Tongkonan maupun mengambil manfaat di atas tanah Tongkonan
tersebut.
Meskipun demikian tidak menutup kemungkinan tanah
Tongkonan diberikan kepada orang lain untuk dikelolah. Jika tanah
Tongkonan diserahkan untuk sementara kepada orang lain untuk
digarap, terlebih dahulu, harus mendapat izin dari pimpinan
Tongkonan dan setiap habis panen wajib menyerahkan sebagian
hasil panen sebagai pembayaran atau masukan kepada pimpinan
Tongkonan. Di dalam pembayaran tersebut masih dikeluarkan untuk
Tongkonan/rumpun keluarga misalnya jika ada acara rambu solo’
atau rambu tuka’ dan untuk membayar PBB (Pajak Bumi dan
Bangunan).
Mengenai status hukum penguasaan dari tanah Tongkonan
pada umumnya adalah secara tidak tertulis, hanya ada bukti PBB
tetapi itu bukan bukti kepemilikan pribadi. Nama yang ada di PBB
adalah tergantung dari kesepakatan anggota keluarga dan biasanya
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nama yang dicantumkan adalah nama orang yang dituakan (to
dipoambe’/dipindo’). Tanah Tongkonan tidak dapat diberikan
sertifikat karena merupakan tanah yang dimiliki oleh seluruh anggota
keluarga keturunan dari tanah Tongkonan tersebut, jadi tidak dapat
diberikan sertifikat atas nama salah satu dari anggota keluarga
karena dikhawatirkan nantinya akan menimbulkan permasalahan di
antara para anggota keluarga. Proses sertifikasi hanya dapat terjadi
apabila Tongkonan tersebut berbentuk badan hukum.
Tanah Tongkonan pada masyarakat Toraja masih ditandai
dengan batas-batas alam, seperti sungai, pohon, dan gunung.
Ketentuan seperti itu akan memunculkan persoalan baru mengenai
batas tanah sebab tidak dapat dipungkiri batas alam seperti itu suatu
saat akan berpindah dan hilang. Walaupun menurut beberapa pihak
bahwa batas-batas tersebut tidak jelas, namun dalam kenyataannya
bagi masyarakat yang bersangkutan hal ini tetap dipegang teguh
sebagai tanda batas untuk membedakannya dengan batas hak
masyarakat adat di sekitarnya. Didalam kalangan masyarakat Adat
Toraja, Tongkonan mempunyai ketentuan-ketentuan dan aturan
tentang tatanan kehidupan bagi setiap orang atau rumpun keluarga
Tongkonan yang disebut Aluk dan Ada’ yang mengikat dan
menuntun tanggung jawab terhadap setiap orang dan atau rumpun
keluarga Tongkonan.
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Seseorang atau rumpun keluarga Tongkonan adalah
masyarakat yang berasal dari rumpun-rumpun keluarga Tongkonan
yang bersifat otonom yang berkembang dengan sistem jaringan garis
keturunan. Dalam pengertian bahwa Masyarakat Adat Toraja hidup
dalam tatanan masyarakat adat yang berorientasi dan berwawasan
Tongkonan. Penguasaan Tanah Tongkonan berdasarkan dengan
garis keturunan;
a) Tongkonan Layuk; yaitu Tongkonan yang pertama menjadi
sumber kekuasaan, membuat peraturan-peraturan adat
dalam suatu daerah kekuasaannya
b) Tongkonan Pekamberan/Pekanindoran; yaitu Tongkonan
yang didirikan penguasa-penguasa adat untuk
melaksanakan pemerintahan atau aluk berdasarkan
Tongkonan Layuk.
c) Tongkonan Batu A’riri; yaitu Tongkonan yang hanya
menjadi pemersatu keluarga dan tempat pembinaan
warisan keluarga
d) Banua Pa’rapuan; yaitu rumah yang dimiliki oleh keturunan
kasta rendah/kaunan.
Penguasaan atau kepemilikan atas tanah-tanah milik adat
diperoleh dengan sejauh mana seseorang melaksanakan akan
tanggung jawab terkait harkat, martabat, dan kedudukan dalam
suatu rumpun keluarga Tongkonan. Penguasaan tanah di Toraja
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90% secara Tongkonan artinya penguasaan tanah dimiliki oleh
Tongkonan Layuk (Tongkonan Tua) dan diwariskan ke beberapa
anak Tongkonan. Adapun mengenai proses pensertifikatan tanah
yang dilakukan tahun 2000 kebawah adalah 96% proses pemberian
dan tahun 2000 keatas proses Pengakuan. Apabila menganalisis
nilai dan makna tanah bagi masyarakat Toraja, maka dapat
dikelompokan menjadi tiga kategori, yaitu:
1) Tanah dengan leluhur. Tanah bagi masyarakat Toraja
mempunyai keterikatan yang erat dengan leluhurnya,
karena tanah tersebut merupakan warisan/titipan yang
diberikan orang tua kepada anak-anaknya, sehingga anak-
anaknya berkewajiban untuk menjaga tanah warisan
tersebut dan diwariskan kepada anak cucunya dikemudian
hari. Warisan tersebut menjadi nilai kehidupan untuk diolah
dan menghidupi keturunannya.
2) Tanah dengan alam kekal. Dalam kaitannya antara tanah
dengan alam kekal, bahwa tanah dalam beberapa keluarga
tertentu dijadikan makan keluarga sendiri (liang/patane).
Hal ini dilakukan agar leluhur yang telah meninggal dapat
kembali menjadi tanah dan menyatu dengan tanah yang
ditinggalkannya kepada anak cucunya (Tuo diomai litak
anna lasule rokko litak).
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3) Tanah dengan kekerabatan. Sistem kekerabatan
masyarakat Toraja dapat dilihat dari bentuk pola
pemukiman keluarga dalam satu bidang tanah, masyarakat
Toraja menyebutkan sebagai Tanah Tongkonan. Jadi tanah
Tongkonan ini berupa tanah yang luas, yang terdiri dari
tanah berdirinya Tongkonan, tanah to’ ma’pakande (sawah,
perkebunan), Rante (tempat upacara Rambu solo’), tanah
pekuburan (berupa liang dan Patane).33
33 Patiung, Oktavianus, Op.Cit, hlm. 89
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BAB III
METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di Kecamatan Saluputti Kabupaten Tana Toraja
tepatnya di Tongkonan Sambiri, dan Tongkonan Mandetek Kabupaten
Tana Toraja. Penulis juga melakukan penelitian di Kantor Badan
Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja. Serta wawancara kepada
pemerhati budaya Toraja. Dengan melakukan penelitian tersebut, penulis
berharap dapat memperoleh data yang akurat sehingga dapat
memperoleh hasil penelitian yang objektif dan komprehensif.
Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut karena penulis ingin
mengetahui dan mengkaji Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal
Dari Tanah Tongkonan.
B. Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat hukum adat di Tana
Toraja. Sampel penelitian ditentukan dengan Purposive Sampling yang
terdiri dari Pemangku Adat Tongkonan Mandetek, dan 2 orang
Masyarakat Hukum Adat Tongkonan Sambiri. Untuk melengkapi data
yang diperoleh dari responden, maka penulis juga melakukan wawancara
kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tana Toraja dan
seorang pemerhati budaya Toraja.
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C. Jenis dan Sumber Data
Sumber-sumber penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu:
a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan
penelitian secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait agar
dapat memperoleh data-data akurat mengenai masalah
penelitian.
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalu studi
kepustakaan terhadap berbagai macam literatur yang berkaitan
dengan tujuan penelitian seperti dokumen, artikel, buku, dan
sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan
penelitian.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam pembahasan
skripsi ini adalah sebagai berikut:
a. Penelitian lapangan (field research), dilakukan dengan cara
wawancara atau pembicaraan secara langsung dan terbuka
dalam bentuk tanya jawab dengan narasumber, dalam hal ini To
Parengnge’ di Tongkonan Sambiri dan Tongkonan Mandetek,
pemerhati budaya Toraja serta Kepala Kantor Badan Pertanahan
Nasional Kabupaten Tana Toraja.
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b. Penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan oleh penulis
dengan membaca serta mengkaji berbagai macam literatur yang
relevan dan berhubungan langsung dengan masalah penelitian
yang dijadikan sebagai landasan teoritis.
E. Analisis Data
Data-data yang diperoleh baik itu data primer maupun data sekunder
akan diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan. Kemudian
disajikan secara deskriptif guna memberikan pemahaman yang jelas dan
terarah dari hasil penelitian nantinya. Analisis data yang digunakan adalah
analisis yang berupa memberikan gambaran secara jelas dan konkret
mengenai masalah penelitian yang dibahas secara kualitatif dan
kuantitatif. Selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu
dengan menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan
permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Peralihan Hak Milik Atas Tanah yang Berasal Dari Tanah
Tongkonan
1. Terjadinya Hak Milik Atas Tanah yang Berasal Dari Tanah
Tongkonan
Seperti yang telah dijelaskan pada tinjauan pustaka bahwa
Tongkonan terdiri atas 4 (empat) tingkatan dan tanah Tongkonan
terdiri atas 4 (empat) jenis maka setiap jenis Tongkonan. Keempat
jenis tanah Tongkonan tidak serta merta harus berada dalam satu
lokasi yang berdekatan. Bisa saja sawah Tongkonan berada di
sekitar tanah kering dan/atau berada jauh dari tanah kering dan
diantarai oleh tanah milik orang lain, demikian pula untuk Rante
Tongkonan dan Liang Tongkonan.
Tongkonan memiliki pengurus masing-masing yang tentunya
merupakan rumpun keluarga Tongkonan tersebut dan tidak
diperkenan kepada mereka yang bukan merupakan bagian dari
rumpun keluarga Tongkonan untuk mengurus dan mengelola
Tongkonan dan tanah kering.34 Para tetuah atau pemangku adat
Tongkonan disebut dengan istilah Ambe’ Tondok atau Ambe’
Tongkonan atau Ambe’ Rapu mereka dianggap sebagai orang yang
jujur dan mampu dipegang ucapannya. Mereka yang memerintah
34 Wawancana dengan Ne’ Tato’ Dena’, tanggal 30 November 2016 di Tongkonan
Mandetek.
50
jaman dahulu kala adalah aluk dengan adat istiadat yang
dilaksanakan oleh para pemangku adat Toraja berdasarkan
pembagian wilayah. Wilayah barat bergelar Ma’dika dan To
Parengnge, wilayah utara (Balimbing Kalua’) bergelar To Parengnge
dan Siambe Sindo’, dan untuk wilayah Tallu Lembangna bergelar
Puang dan To Parengnge. Pengangkatan atau pengukuhan
seseorang selaku pemangku adat harus melalui Kombongan yakni
musyawarah berdasarkan jenjang/tingkatan terkait jabatan adat yang
diamanatkan kepada seseorang.35 Ambe’ Tondok mengambil peran
penting dalam keberlangsungan tatanan hidup masyarakat
Tongkonan baik itu menjaga hubungan dan penyelesaian ketika
terjadi permasalahan baik itu di dalam Tongkonan maupun antara
masyarakat Tongkonan dan masyarakat luar Tongkonan selain itu
Ambe’ Tondok juga bertanggungjawab untuk menjaga tatanan adat
nenek moyang walaupun sekarang ini kebanyakan telah berbaur
dalam berbagai agama yakni Islam, Kristen, maupun Alukta. Ketika
tatanan ini mulai renggang dan tidak dapat dipertahankan maka
masyarakat adat Tongkonan akan luntur.36
Keempat jenis tanah Tongkonan pada hakikatnya merupakan
tanah milik bersama oleh rumpun keluarga Tongkonan tersebut
tetapi pada kenyataannya dewasa ini sudah adanya kepemilikan hak
atas tanah yang berasal dari tanah Tongkonan tetapi walaupun
35 Wawancara dengan Puang Tarra Sampetoding, tanggal 2 Desember 2016 di Makale.
36 Wawancana dengan Ne’ Tato’ Dena’, tanggal 30 November 2016 di Tongkonan
Mandetek.
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demikian tanah tersebut masih tetap dianggap sebagai tanah pusaka
Tongkonan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga. Hal yang
diperbolehkan atas tanah Tongkonan adalah pengelolaan untuk
mengambil manfaat dari tanah tersebut.
Berikut adalah proses terjadinya hak milik atas tanah yang
berasal dari tanah Tongkonan berdasarkan jenis tanah Tongkonan:
a. Kombong Tongkonan/Tanah Kering
Anggota dari rumpun keluarga dapat meminta kepada Ambe’
Tondok untuk diberikan izin sekedar membangun tempat tinggal
di Tanah Kering dan sulit untuk mendapatkan hak milik secara
individu atas tanah tersebut sesuai dengan hukum adat yang
berlaku. Pada saat anggota keluarga ingin membangun di atas
tanah Tongkonan ataupun mengelolanya harus mendapatkan
izin dari Ambe’ Tondok beserta pengurus Tongkonan melalui
proses adat yang disebut Dialli-alli sebagai acara dasarnya.
Walaupun pada hakikatnya tanah kering merupakan tanah milik
bersama tetapi pada kenyataannya saat ini telah ada anggota
rumpun keluarga yang diberikan sebidang tanah yang berasal
dari tanah kering dan telah disertifikatkan. Tetapi walaupun telah
memiliki sertifikat sebagai bukti hak milik, tanah tersebut tetap
dianggap sebagai bagian dari tanah pusaka Tongkonan, berbeda
dengan hak milik pada umumnya. Sehingga tanah tersebut tidak
dapar dialihkan kepada pihak lain selain rumpun keluarga
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Tongkonan. Pemberian sebidang tanah tersebut dikarenakan
pengorbanan yang dilakukan untuk Tongkonan. Menurut penulis,
adanya fenomena memberikan izin untuk pembuatan sertifikat
sebenarnya menunjukkan semakin melemahnya Hukum Adat
Tongkonan yang ada dan memicu terjadi kebangkitan individu
sebagaimana Ter Haar menjelaskannya dengan teori yang
disebutnya teori bola. Menurut teori ini, hubungan antara hak
persekutuan dan hak individual adalah bersifat timbal balik yang
berarti semakin kuat hak individual atas sebidang tanah, semakin
lemah hak persekutuan atas tanah itu dan sebaliknya semakin
lemah hak perseorangan atas sebidang tanah tersebut.37
Seyogyanya setiap anggota masyarakat hukum adat Tongkonan
wajib turut serta dalam pembangunan Tongkonan baik itu
pembangunan secara fisik maupun membantu pada saat adanya
upacara adat di Tongkonan tetapi ada pula yang kurang peduli
lagi dan bagi mereka yang tidak berkontribusi lagi di dalam
pembangunan Tongkonan tidak segan untuk dihapus dari
tatanan yang ada.38
Adapun proses pelepasan tanah Tongkonan melalui forum
musyawarah yakni Ma’ Kombongan yang menghadirkan para
Ambe’ Tondok sebagai orang yang dipercaya dan dituakan oleh
37 Wulansari, Dewi, 2010, Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar, Bandung: Refika
Aditama, hlm. 81-82
38 Wawancana dengan Ne’ Tato’ Dena’, tanggal 30 November 2016 di Tongkonan
Mandetek.
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rumpun keluarga Tongkonan berserta aparat pemerintah antara
lain ketua RT, RW, Kapala Lembang (Kepala Desa), dan rumpun
keluarga Tongkonan tersebut untuk duduk bersama dan
bermusyawarah mufakat untuk memberikan sebidang tanah
kepada seseorang yang telah berperan banyak dalam membantu
Tongkonan. Dalam pertemuan tersebut pula ditentukan batas-
batas tanah serta penyampaian secara terbuka mengenai
pelepasan tanah dan ditekankan syarat bahwa tanah tersebut
tetap tunduk terhadap hukum adat yang berlaku yakni tidak
dapat dialihkan kepada pihak lain.39
b. Sawah Tongkonan
Sawah Tongkonan yang memang dikhususkan pengelolaannya
demi kesejahteraan Tongkonan maka sawah Tongkonan
kebanyakan memang dibagi secara proporsional kepada para
rumpun keluarga untuk dikelolah. Sawah Tongkonan tidak hanya
dapat dikelolah oleh anggota masyarakat Tongkonan tetapi
dapat dikelolah oleh orang lain dengan sistem bagi hasil yang
diterapkan yaitu 50%:50% tetapi saat ini telah mengalami
pergeseran yakni 2:3 untuk Tongkonan dan penggarap.
Objek dari bagi hasil sawah ini adalah hasil dari tanah tersebut,
juga tenaga dari orang yang mengerjakannya, sedangkan subjek
dari bagi hasil sawah adalah pemilik tanah dan penggarap
39 Wawancara dengan H. Radeng, tanggal 2 Desember 2016 di Kecamatan Makale.
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sawah. Dalam pelaksanaan bagi hasil di setiap daerah tentu
memiliki cara tersendiri. Khusus di Toraja menjadi pembeda
dengan hasil pada umumnya yakni adanya bagian hasil (talitak)
tersebut disimpan  untuk Tongkonan.40 Bagi hasil merupakan
suatu perbuatan hukum yang diatur dalam hukum adat dimana
pemilik tanah karena suatu sebab tidak dapat mengerjakan
sendiri tanahnya, tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya.
Oleh karena itu, ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan
pihak lain dengan imbalan yang telah disetujui oleh kedua belah
pihak. Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat pada dasarnya
adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum
adat antara pemilik tanah dengan petani penggarap dan
umumnya perjanjian tersebut tidak diwujudkan dalam bentuk
tertulis tetapi hanya bersifat lisan dengan dasar saling percaya.41
Hasil dari pengelolaan sawah Tongkonan tersebut dipergunakan
untuk keperluaan Tongkonan, seperti pada saat adanya upacara
adat baik itu rambu tuka’ (suka cita) maupun rambu solo’ (duka
cita), pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perbaikan
bangunan Tongkonan, dan sebagainya. Dikarenakan lokasi
sawah Tongkonan yang tidak selalu berada dalam satu lokasi
maka pada saat ini para tetua adat Toraja mewajarkan sawah
40 Lintin, Lolyta, 2016, Sistem Bagi Hasil Kande Tongkonan Dalam Lembang Tumbang
Datu Kecamatan Sangalla Utara Kabupaten Tana Toraja, Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 4
41 Ibid, hlm. 52
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Tongkonan untuk disertifikatkan berdasarkan izin dari Ambe’
Tondok. Adanya sertifikat atas sawah Tongkonan ini ditujukan
untuk menjaga aset dari Tongkonan agar tetap ada sebagai
sumber penghidupan tetapi ada diantaranya yang melanggar
hukum adat yang berlaku dan menjual sawah Tongkonan atas
dasar sertifikat tersebut. Ketika sawah Tongkonan tersebut dijual
habis atau dikenal dengan istilah Dialli mammi’ maka kehidupan
Tongkonan akan terbengkalai dan perlahan hilang. Hal inilah
yang menyebabkan masyarakat adat Tongkonan yang dulunya
adalah keturunan kaya raya kemudian menjadi miskin karena
tergoda oleh politik harta dan tidak menaati serta tidak
mengamalkan aturan nenek moyang.42 Selain untuk dikelolah
sawah Tongkonan juga diperbolehkan untuk digadaikan kepada
pihak lain karena masih dapat ditebus untuk dikembalikan
kepada Tongkonan. Sesuai dengan pesan nenek moyang bahwa
sawah Tongkonan dapat digadai untuk keperluan Rambu Solo
tetapi tidak untuk Rambu Tuka’ dan dengan nilai yang tidak
terlalu tinggi misalnya menggadai dengan seekor babi untuk
membuka Liang. Jika penggadai tidak dapat menebus maka
akan ditebus oleh turunannya.43 Gadai di Toraja tidak sekedar
dihitung dengan uang tetapi sejak dahulu dan masih banyak
berlaku saat ini gadai dengan hitungan kerbau dan babi.
42 Wawancana dengan Abidin Tasa’, tanggal 29 November 2016 di Kecamatan Saluputti.
43 Wawancana dengan Ne’ Tato’ Dena’, tanggal 30 November 2016 di Tongkonan
Mandetek.
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Misalnya sepetak sawah digadai dengan hitungan dengan
seekor babi maka pada saat akan menebus sawah tersebut akan
mengikuti harga seekor babi pada saat menebus bukan pada
saat digadai Dan tidak ada batasan waktu kapan gadai tersebut
jatuh tempo. Pada saat sawah tersebut digadai tanah tersebut
berhak dikelolah oleh orang lain dan hasilnya sepenuhnya
menjadi haknya serta tidak ada sistem bagi hasil dengan
Tongkonan.
c. Rante Tongkonan dan Liang Tongkonan
Rante Tongkonan dan Liang Tongkonan tidak dapat menjadi hak
milik individu sekalipun bagi anggota rumpun keluarga
Tongkonan karena fungsi dari Rante Tongkonan adalah sebagai
tempat pesta pada upacara Rambu Solo dan Liang Tongkonan
diperuntukkan sebagai tempat pekuburan keluarga. Bagaimana
pentingnya Tongkonan dalam kehidupan masyarakat Toraja,
begitu pula Liang (kuburan Adat keluarga) yang dinamakan
Tongkonan Tangmerambu mempunyai peranan yang sangat
penting dalam pertumbuhan kebudayaan suku Toraja. Liang
merupakan warisan dan pusaka keluarga dari manusia yang
lahir dari manusia yang pertama membangun Liang Tongkonan
tersebut. Demikian pula Rante Tongkonan merupakan warisan
dan pusaka yang tidak dapat dimiliki secara individu oleh
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masyarakat hukum adat Tongkonan tetapi dimiliki secara
bersama-sama.44
Berdasarkan izin dan kesepakatan yang diambil dari Ma’
Kombongan, tanah Tongkonan yang telah dilepaskan dapat
disertifikatkan. Tetapi sekalipun telah memiliki sertifikat, tanah tersebut
tetap dianggap sebagai tanah pusaka Tongkonan dan tidak dapat
dialihkan kepada orang lain baik itu dalam bentuk jual beli, tukar
menukar, hibah, penyertaan dalam modal perusahaan, pemberian
dengan wasiat, lelang. Tanah tersebut hanya dapat beralih yakni
berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain
karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan
untuk menjaga eksistensi tanah Tongkonan. Demikianlah keputusan
pemangku adat Toraja yang harus dipatuhi oleh masyarakat adat
Tongkonan. Jika ada yang melanggar kesepakatan bersama maka
orang tersebut dicap Ti’pek lanmai kasiturusan/kada kalebu yang
berarti keluar dari kesepakatan persekutuan.45
Keputusan adat tersebut hanya melalui lisan tetapi keputusan
tersebut dipegang teguh dan wajib ditaati oleh masyarakat adat
Tongkonan. Walaupun tidak tertulis namun hukum adat mempunyai
akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma
dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan
44 L.T. Tangdilintin, Op.Cit. (Note 1), hlm 183
45 Wawancara dengan Puang Tarra Sampetoding, tanggal 2 Desember 2016 di Makale.
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dipegang teguh oleh masyarakat adat. Hukum adat bagi masyarakat
berfungsi sebagai neraca yang dapat menimbang kadar baik atau
buruk, salah atau benar, patut atau tidak patut, pantas atau tidak
pantas atas suatu perbuatan atau perististiwa dalam masyarakat.
Sehingga eksistensi hukum adat lebih sebagai pedoman untuk
menegakkan dan menjamin terpeliharanya etika kesopanan, tata tertib,
moral, dan nilai adat dalam kehidupan masyarakat.46
Sebagaimana Ter Haar dalam pidato Dies Natalis-
Retshogeschool, Batavia, tahun 1937, yang berjudul “Het Adatrecht
van Nederlandsch Indie in wetenschap, Pracktijk en onderwijs”,
mengatakan antara lain “Terlepas dari bagian hukum adat yang tidak
penting, terdiri dari peraturan desa dan surat perintah raja, maka
hukum adat itu adalah seluruh peraturan, yang ditetapkan dalam
keputusan-keputusan dengan penuh wibawa, dan yang dalam
pelaksanaanya ditetapkan begitu saja, artinya tanpa adanya
keseluruhan peraturan, yang dalam kelahirannya dinyatakan mengikat
sama-sekali. Dengan demikian dapatlah dikatakan, bahwa hukum adat
yang berlaku itu, hanyalah diketahui dan dikenal dari keputusan-
keputusan para fungsionaris hukum dalam masyarakat itu, kepala-
kepala, hakim-hakim, rapat-rapat desa, wali tanah, pejabat-pejabat
agama dan pejabat-pejabat desa, sebagaimana hal itu diputuskan, di
dalam dan di luar sengketa resmi, putusan-putusan mana langsung
46 Pide, Suriyaman, 2014, Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang, Jakarta: Prenadamedia
Grup, hlm 87-88
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tergantung daripada ikatan-ikatan structural dan nilai-nilai dalam
masyarakat, dalam hubungan satu sama lain dan ketentuan timbal
balik.”
Dalam kata-kata Ter Haar ini terbayanglah ajarannya yang
terkenal, dengan nama “beslinssingenleer.” Menurut ajaran ini, maka
hukum adat itu dengan mengabaikan bagian-bagiannya yang tertulis
yang terdiri dari peraturan-peraturan desa, surat-surat perintah raja
adalah keseluruhan peraturan-peraturan yang menjelma dalam
keputusan-keputusan para fungsionaris hukum (dalam arti luas) yang
mempunyai wibawa (macht) serta pengaruh (invloed) dan dalam
pelaksanaannya berlaku dengan serta-merta (spontan) dan dipatuhi
sepenuh hati. Dengan demikian, hukum adat yang berlaku itu hanya
dapat diketahui dan dilihat dalam bentuk keputusan-keputusan para
fungsionaris hukum itu, bukan saja hakim, tetapi juga kepala adat,
rapat desa, wali tanah, petugas-petugas dilapangan agama, petugas-
petugas desa lainnya. Keputusan itu bukan saja keputusan mengenai
suatu sengketa yang resmi, tetapi juga diluar itu, berdasarkan nilai-nilai
yang hidup sesuai dengan alam rohani dan hidup kemasyarakatan
anggota-anggota persekutuan itu.47
2. Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah
Tongkonan
47 Muhammad, Bushar, Loc.cit, hlm. 8-9
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BPN Kabupaten Tana Toraja dalam hal ini Kepala Seksi
Pengukuran dan Pemetaan, Bapak Johan E. R. J. Inkiriwang, A.Ptnh
membenarkan telah adanya tanah yang berasal dari tanah Tongkonan
yang disertifikatkan sepanjang telah mendapatkan persetujuan dari
Ambe’ Tondok dan rumpun keluarga tetapi untuk saat ini masih belum
banyak. Selanjutnya ketika seseorang telah memiliki sertifikat
Dinyatakan pada Pasal 20 ayat (2) bahwa hak milik dapat beralih dan
dialihkan kepada pihak lain. Adapun 2 (dua) bentuk peralihan hak atas
tanah dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Beralih
Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada
pihak lain karena pemegang haknya meninggal dunia atau
melalui pewarisan. Peralihan hak atas tanah ini terjadi karena
hukum, artinya dengan meninggalnya pemegang hak (subjek),
maka ahli warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut. Dalam
beralih ini, pihak yang memperoleh hak harus memenuhi syarat
sebagai pemegang (subjek) hak atas tanah.
b. Dialihkan/pemindahan hak
Berpindahnya hak atas tanah dari pemegang (subjek)
haknya kepada pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang
disengaja dilakukan dengan tujuan agar pihak lain tersebut
memperoleh hak tersebut. Perbuatan hukum tersebut dapat
berupa jual beli, tukar menukar, hibah, penyertaan dalam modal
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perusahaan, pemberian dengan wasiat, lelang. Dalam
dialihkan/pemindahan hak di sini, pihak yang
mengalihkan/memindahkan hak harus berhak dan berwenang
memindahkan hak, sedangkan bagi pihak yang memperoleh
hak harus memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas
tanah.48
Hak atas Tanah Tongkonan yang dikenal dengan istilah hak
ulayat kemudian seiring perkembangan zaman hak tersebut
diakomodir ke dalam hak komunal atas tanah dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 yang kemudian
digantikan lagi oleh Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
(selanjutnya disebut permen agraria) tentang Tata Cara Penetapan
Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat
yang Berada Dalam Kawasan Tertentu. Pengalihan Hak Komunal
diatur dalam Pasal 23 ayat (1) permen agraria tersebut, bahwa
Hak Komunal masyarakat hukum adat peralihannya
berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada
masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Berarti peralihan hak komunal masyarakat hukum adat
dikembalikan kepada hukum adat yang berlaku di Tongkonan yang
bersangkutan. Berdasarkan hukum adat, peralihan hak milik atas tanah
48 Santoso, Urip, Op.Cit. (Note 2), hlm. 301-302
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yang berasal dari Tanah Tongkonan hanya dalam bentuk beralih yakni
berpindahnya hak atas tanah dari pemegang haknya kepada pihak lain
karena pemegang haknya meninggal dunia atau melalui pewarisan.
Sehingga menurut penulis BPN harus menjadikan hukum adat ini
sebagai pegangan agar nilai-nilai kearifan lokal tetap terjaga. Boedi
Harsono menyatakan bahwa pengertian beralih menunjuk pada
berpindahnya Hak Milik kepada pihak lain karena pemiliknya meninggal
dunia. Peralihan Hak Milik karena pewarisan terjadi karena hukum,
artinya dengan meninggalnya pemilik tanah maka ahli warisnya
memperoleh Hak Miliknya itu menurut hukum sejak ia meninggal dunia.
Peralihan tanah tersebut tidak dibenarkan dalam bentuk dialihkan yakni
berpindahnya hak atas tanah dari pemegang (subjek) haknya kepada
pihak lain karena suatu perbuatan hukum yang sengaja dilakukan
dengan tujuan agar pihak lain memperoleh hak tersebut. Perbuatan
hukum tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah,
pemasukan dalam modal perusahaan, pemberian dengan wasiat,
lelang.
Alasan peralihan hak milik hanya boleh dalam bentuk beralih
yakni waris karena tanah Tongkonan merupakan kekayaan
Tongkonan, yang mana rumpun masyarakat Tongkonan didasarkan
pada ikatan darah/kekeluargaan sehingga ketika ada pihak ketiga yang
bukan merupakan rumpun keluarga Tongkonan masuk ke dalam
Tongkonan maka akan mempengaruhi stabilitas tatanan Tongkonan
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yang telah ada sejak dahulu. Kehidupan orang Toraja diikat oleh sendi-
sendi kehidupan kekeluargaan yang tetap terbina sebagai suatu sistem
kehidupan. Kepribadian Tongkonan yaitu kesatuan, kekeluargaan, dan
kegotongroyongan yang merupakan kepribadian dari orang Toraja
keseluruhan dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam
menghadapi upacara pemakaman dan menghadapi upacara penabisan
rumah adat.49
Walaupun secara adat mengatur adanya pembatasan peralihan
hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Tongkonan yang
bertujuan untuk menjaga tatanan masyarakat hukum adat Tongkonan
tetapi bagi BPN Kabupaten Tana Toraja aturan yang secara lisan tidak
dapat dijadikan acuan atau aturan yang dijadikan dasar untuk saat ini.
Jika aturan adat yang membatasi peralihan hak atas tanah yang
berasal dari tanah Tongkonan ingin tetap dilaksanakan maka aturan
tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis pada saat pelepasan adat
yang menyatakan bahwa tanah tersebut tidak dapat dialihkan kepada
pihak lain. Jika terdapat pernyataan atau aturan tertulis mengenai hal
tersebut maka BPN Kabupaten Tana Toraja akan mengikuti
pembatasan peralihannya tetapi jika tidak ada maka proses peralihan
akan tetap diproses. Sepanjang tidak ada pernyataan tertulis maka si
pemegang hak atas tanah berhak untuk mengalihkan hak nya. BPN
Kabupaten Tana Toraja sendiri telah memproses beberapa peralihan
49 L. T. Tangdilintin, Op.Cit. (Note 1), hlm. 66-67
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hak atas tanah yang berasal dari tanah Tongkonan baik itu melalui jual-
beli maupun hibah.50 Dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat
masyarakat hukum adat Tongkonan (secara perorangan) yang mulai
tidak peduli terhadap hukum adat yang berlaku sehingga memicu pula
keinginan untuk mengalihkan tanah yang berasal dari tanah
Tongkonan yang kemudian dapat memicu terjadinya sengketa maupun
konflik di dalam rumpun keluarga Tongkonan.
Menurut BPN Kabupaten Tana Toraja ketika seseorang telah
memiliki sertifikat maka hak-hak yang dimiliki oleh pemegang hak atas
tanah terhadap hak atas tanah berlaku seutuhnya, antara lain :
a. Mempergunakan tanah dan/atau mengambil manfaat dari
tanah.
Kata “menggunakan tanah” mengandung pengertian bahwa
pemegang hak atas tanah mempunyai hak menggunakan
tanahnya untuk kepentingan mendirikan bangunan,
sedangkan kata “mengambil manfaat dari tanah”
mengandung pengertian bahwa pemegang hak atas tanah
mempunyai hak menggunakan tanahnya untuk kepentingan
pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan.
b. Mewariskan hak atas tanah.
Pemegang hak atas tanah sebagai pewaris berhak
mewariskan hak atas tanahnya kepada ahli warisnya,
sepanjang ahli warisnya memenuhi syarat sebagai subjek
hak atas tanah dari hak atas tanah yang menjadi objek
pewarisan.
c. Memindahkan hak atas tanah.
Pemegang hak atas tanah berhak memindahkan hak atas
tanahnya dalam bentuk jual beli, hibah, tukar-menukar,
pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng), lelang
kepada pihak lain.
d. Membebani hak atas tanah dengan Hak Tanggungan.
50 Wawancara dengan Johan E. R. J. Inkiriwang, A.Ptnh, tanggal 1 Desember 2016 di
Kantor BPN Kabupaten Tana Toraja
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Pemegang hak atas tanah berhak menjadikan hak atas
tanahnya sebagai jaminan utang dengan dibebani Hak
Tanggungan kepada kreditor (bank).
e. Melepaskan atau menyerahkan hak atas tanah.
Pemegang hak atas tanah berhak melepaskan atau
menyerahkan hak atas tanahnya kepada instansi pemerintah
atau perusahaan swasta dengan pemberian ganti rugi.51
Menurut penulis seyogyanya BPN menghormati dan turut
mengikuti hukum adat yang berlaku walaupun dalam bentuk lisan,
keputusan-keputusan para pemangku adat Tongkonan yang
menjadi aturan-aturan yang wajib ditaati dan dipatuhi dalam
pelaksanaannya. Keputusan-keputusan yang dilahirkan oleh para
pemangku adat Tongkonan tentunya sejalan dan sesuai dengan
nilai-nilai kehidupan masyarakat Tongkonan serta pelaksanaannya
ditujukan untuk menjaga tatanan masyarakat Tongkonan pula.
Masyarakat Tongkonan meyakini sahnya keputusan tersebut
sehingga menaatinya. Seperti yang dinyatakan oleh R. Soepomo
bahwa :
Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis di dalam
peraturan-peraturan legislative (unstatutory law) meliputi
peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan
oleh yang berwajib, tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat
berdasarkan atas keyakinan bahwa sahnya peraturan-
peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum.
Hal ini sejalan dengan teori beslinssingenleer dari Ter Haar
yang menyatakan bahwa hukum adat mencakup seluruh peraturan-
peraturan yang menjelma di dalam keputusan-keputusan para
51 Santoso, Urip, Op.Cit (Note 2), hlm. 69
66
pejabat hukum yang mempunyai kewibawaan dan pengaruh, serta
di dalam pelaksanaannya berlaku secara serta merta dan dipatuhi
dengan sepenuh hati oleh mereka yang diatur oleh keputusan
tersebut.52 Selain itu di dalam Pasal 3 UUPA dinyatakan bahwa:
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan
2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi.
Menurut penulis, pasal 3 UUPA ini mengakui hak ulayat dan
hak-hak yang serupa dengan itu ketika eksistensinya masih dapat
dibuktikan dan harus sesuai dengan peraturan-peraturan lain yang
lebih tinggi. Tanah Tongkonan hingga saat ini masih ada dan
kedepannya eksistensi dari tanah Tongkonan harus tetap dijaga
karena ini merupakan warisan dan pusaka. Adapun pengaturan
mengenai peralihan atasnya kepada hukum adat Tongkonan
merupakan amanat dari Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri
Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan ketentuan
pasal 23 ayat (1) permendagri tersebut proses peralihan mengikuti
ketentuan hukum adat Tongkonan yaitu hanya dapat beralih
melalui pewarisan dan tidak dapat dialihkan, baik itu jual beli, tukar-
52 www.id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 5 Desember 2016, pukul 06.13 WITA
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menukar, hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng),
lelang.
Menurut penulis, sikap yang diambil oleh BPN dengan
membenarkan adanya peralihan hak milik atas tanah yang berasal
dari Tanah Tongkonan dengan alasan tidak adanya pernyataan
tertulis bahwa tanah tersebut merupakan bagian dari tanah
Tongkonan yang tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga
bertentangan dengan aturan yang ada. BPN harusnya lebih
mengkaji mengenai hukum adat yang berlaku di Tana Toraja agar
BPN tersebut benar-benar berkompeten dalam urusan tanah
termasuk tanah milik masyarakat adat, baik itu lahirnya hak milik,
berpindahnya, ataupun berakhirnya hak milik atas tanah yang
berlaku dalam lingkungan hukum adat, dalam hal ini adalah tanah
Tongkonan.
Kekuatan hukum adat yang begitu dahsyat menjadi ilmu dan
memberi spirit bagi kelangsungan kehidupan masyarakat yang
bermartabat. Menurut Rendra, di dalam masyarakat tradisional
yang kuat hukum adatnya, rakyat dan alam lingkungannya hidup
dalam harmoni yang baik, yang diatur oleh para tetua adat atau
dewan adat. Kemudian ketika hadir pemerintah, maka pemerintah
berfungsi sebagai pengemban adat yang patuh kepada adat. Jadi
hierarki tertinggi di dalam ketatanegaraan masyarakat seperti itu
adalah hukum adat yang dijaga oleh dewan adat. Kedua tertinggi
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adalah pemegang kekuasaan pemerintahan. Adapun masyarakat
dan alam lingkungannya terlindungi di dalam lingkaran dalam dari
struktur ketatanegaraan.53 Seyogyanya pemerintah yang
berwenang dalam hal ini BPN dapat mengkaji lebih dalam
mengenai hukum adat yang berlaku atas tanah Tongkonan
sehingga nilai-nilai yang sejak dahulu dijaga oleh masyarakat
hukum adat daapt tetap dijaga eksistensinya.
BPN Tana Toraja dalam hal ini Bapak Abdullah, S.H selaku
Kepala Seksi Sengketa mengakui kurangnya pemahaman dan
referensi mengenai hukum adat yang berlaku atas Tanah
Tongkonan.54 Hal inilah yang menimbulkan kekeliruan BPN dalam
proses peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah
Tongkonan sehinggap penulis menganggap perlunya penambahan
referensi dan pemahaman melalui pengkajian mendalam terhadap
hukum adat oleh BPN, terkhusus BPN Tana Toraja mengingat BPN
Tana Toraja memiliki ciri khas tersendiri yaitu dengan adanya unsur
Tanah Tongkonan.
Hukum Tanah Adat yang murni berkonsepsi komunalistik,
yang mewujudkan semangat gotong-royong dan kekeluargaan,
yang diliputi suasana religius. Tanah merupakan tanah bersama
kelompok territorial atau genealogik. Hak-hak perorangan atas
tanah secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada
53 Pide, Suriyaman, Op.Cit (Note 2), hlm 89
54 Wawancara dengan Bapak Abdullah, S.H, tanggal 2016, di Kantor BPN Kabupaten Tana
Toraja.
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hak bersama tersebut. Oleh karena itu, biarpun sifatnya pribadi,
dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan
keluarganya, berbeda dengan hak-hak dalam Hukum Tanah Barat,
sejak kelahirannya sekaligus dalam dirinya sudah terkandung unsur
kebersamaan. Yang menjadi hak melalui hak-hak individual
tersebut adalah sebagian dari tanah bersama, yang dalam
kepustakaan disebut tanah ulayat.55
B. Implikasi Hukum Peralihan Hak Milik Atas Tanah Yang Berasal
Dari Tanah Tongkonan
Salah satu hak yang tercakup di dalam Hak Milik adalah
untuk peralihan hak milik baik itu beralih maupun dialihkan sesuai
Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyatakan bahwa, Hak milik dapat
beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Hak milik atas tanah yang
berasal dari tanah Tongkonan sekalipun dibuktikan dengan
sertifikat tanah tersebut masih tetap dianggap sebagai bagian dari
tanah Tongkonan yang menurut hukum adat yang berlaku hanya
dapat beralih yakni melalui pewarisan kepada keturunan
Tongkonan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain baik itu
dalam bentuk jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan (inbreng), dan lelang. Sepintas Nampak
ketidaksesuaian antara hukum adat yang berlaku atas tanah
55 Harsono, Boedi, Op.Cit, hlm. 62
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Tongkonan dengan UUPA tetapi di dalam Pasal 23 ayat (1)
Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016
tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah
Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam
Kawasan Tertentu menyatakan bahwa
Hak Komunal masyarakat hukum adat peralihannya
berdasarkan ketentuan hukum adat yang berlaku pada
masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
Peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah
Tongkonan menurut permen agraria ini dikembalikan kepada
hukum adat yang berlaku. Sekalipun UUPA menyatakan bahwa
hak milik dapat beralih dan dialihkan tetapi menurut hukum adat
hanya boleh dalam bentuk beralih. Permen agraria walaupun tidak
masuk di dalam hierarki perundang-undangan berdasarkan pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya
disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan) namun
tetap diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum
mengikat karena dibentuk berdasarkan kewenangan. Hal tersebut
dinyatakan di dalam Pasal 8 UU N0 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , yaitu :
(1) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1)
mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
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Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung,
Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan,
lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk
dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah
Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau
setingkat.
(2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai
kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh
Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau
dibentuk berdasarkan kewenangan.
Seyogyanya dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan memang harus memperhatikan kearifan lokal seperti
Permen Agraria Nomor 10 Tahun 2016 sehingga membuktikan
bahwa hukum adat akan berkembang dengan baik berdampingan
dengan sistem hukum lainnya. Terdapat ketentuan-ketentuan
konstitusi yang menyiratkan eksistensi hukum adat Indonesia,
seperti pasal 18B ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945 menyatakan
bahwa :
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.
Dan juga di dalam pasal 28I ayat (3) UUD Negara RI Tahun
1945 yang menyatakan bahwa :
Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati
selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
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Pengakuan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-
hak tradisionalnya merupakan kehendak dari konstitusi Republik
Indonesia yang mana lebih lanjut terdapat di dalam Pasal 3 UUPA
yang telah mengakui hak ulayat dan hak-hak yang serupa dengan
itu sepanjang menurut kenyataannya masih ada, dengan bunyi :
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1 dan
2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari
masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga
sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang
berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh
bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-
peraturan lain yang lebih tinggi.
Menurut penulis frasa pengakuan terhadap hak tersebut
sepanjang menurut kenyataannya masih ada menjadikan eksistensi
hukum adat sebagai sebuah tanggungjawab yang harus
dilaksanakan. Terjadinya peralihan hak milik atas tanah yang
berasal dari Tanah Tongkonan menjadi salah satu contoh faktor
pergeseran hukum adat di Kabupaten Tana Toraja. Peralihan hak
atas tanah tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap
eksistensi masyarakat hukum adat. Ketika terjadi peralihan maka
yang timbul adalah kebangkitan individu yang kemudian akan
mengikis nilai-nilai kearifan lokal yang ada bahkan kemungkinan
besar dapat menghapuskan nilai-nilai tersebut. Sehingga peralihan
dalam bentuk dialihkan kepada pihak lain merupakan perbuatan
yang bertentangan dengan prinsip menjaga eksistensi masyarakat
hukum adat.
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Hukum adat disebut hukum asli karena lahir dari bawah atau
dari masyarakat adat sesuai dengan kepentingannya menjelmakan
perasaan masyarakatnya, dan hukum adat itu tidak kaku. Seperti
disebut dalam seloka adat yakni adat di atas tumbuh, lumbago di
atas tuang, memahat di atas batu, mengukir di atas baris. Adat
sebagai fundamen dan juga langsung berhubungan dengan
masyarakat sehari-hari, memiliki wibawa dan kewibawaan inilah
sebagai modal utama dalam pemerintahan adat.56 Keberadaan
masyarakat hukum atau persekutuan hukum tidaklah dapat digugat
oleh siapapun, karena terbentuknya merupakan suatu
natuurnoodwendigheid. Inilah yang dimaksudkan oleh Ter Haar
(1939: 13-15) sebagai suatu realitas matejurisch yang tidak
seorangpun berpikir untuk membubarkannya.57
Kebangkitan individu diartikan sebagai proses munculnya
kritisme seseorang atas tradisi-tradisi yang berlangsung dalam
masyarakat. Proses kebangkitan individu seiring dengan tumbuh
dan berkembangnya kesadaran hukum masyarakat. Jika pada
suatu masyarakat semakin tumbuh kesadaran terhadap hak-hak
individual seseorang, daya berlakunya hukum adat pun cenderung
semakin menipis. Sebaliknya, jika kesadaran hukum masyarakat
mengarah pada nilai-nilai yang berkaitan dengan budaya dan
keyakinan, hal tersebut cenderung dapat menimbulkan kontinuitas
56 Pide, Suriyaman, Op.Cit (Note 2), hlm 88
57 Ibid, hlm 91
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daya berlakunya hukum adat. Dalam berbagai kajian yang
mendalam, kesimpulan yang mengemuka adalah bahwa dalam
perjalannya, hukum adat telah mengalami reduksi yang sangat
signifikan, keberadaan hukum adat pada masa mendatang tetap
akan dipatuhi sepanjang masyarakat masih memiliki nilai-nilai dan
norma-norma yang menjadi patokan dalam bertingkah laku.
Kontuniusitas hukum adat sangat bergantung pada budaya dan
keyakinan masyarakat. Rontoknya nilai-nilai dan norma-norma
tersebut akan membawa implikasi pada tergesernya eksistensi
hukum adat itu sendiri.58
Keberadaan hukum adat juga diperkuat dalam The United
Nation Declaration on The Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP
(Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat) dimana
Indonesia merupakan salah satu negara anggota PBB yang
mendukung adopsi oleh Sidang Umum PBB pada tanggal 13
September 2007.59 Menurut penulis secara garis besar deklarasi
ini mendukung untuk mempertahankan eksistensi hukum adat di
antara sistem hukum lainnya. Dan Indonesia sebagai salah satu
negara yang mengadopsi deklarasi tersebut sepatutnya
menunaikan nilai-nilai yang ditanamkan oleh deklarasi tersebut
untuk meningkatkan keharmonisan dan hubungan kerjasama
58 Ibid, hlm 173
59 www.aman.or.id, diakses pada tanggal 3 Desember 2016, pukul 20.41
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antara negara dan masyarakat adat tanpa mengingkari hak-hak
masyarakat hukum adat dalam menentukan nasibnya.
Pasal 18 Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat
menyatakan bahwa:
Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam
proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal
yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui
perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan
prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan
dan mengembangkan pranata keputusan yang mereka miliki
secara tradisional.
Selanjutnya pada Pasal 19 dinyatakan bahwa:
Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama
secara tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-
institusi perwakilan mereka sendiri agar mereka bisa secara
bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima
dan melaksanakan undang-undang atau tindakan
administratif yang mungkin mempengaruhi mereka.
Sehingga penulis menegaskan bahwa negara dalam hal ini
BPN harus menghargai pranata keputusan hukum adat yang ada di
Kabupaten Tana Toraja. Masyarakat hukum adat telah memiliki
aturan mengenai peralihan hak atas tanah Tongkonan dan BPN
seyogyanya melakukan konsultasi dan bekerja sama dengan
masyarakat adat untuk mengkaji lebih dalam mengenai tanah
Tongkonan. Tanah Tongkonan yang merupakan salah satu
kekayaan Tongkonan hanya dapat beralih melalui pewarisan hal ini
dikarenakan tanah Tongkonan merupakan tanggungjawab yang
diturunkan oleh nenek moyang untuk tetap menjaga kekayaan dan
sumber penghidupan Tongkonan untuk generasi Tongkonan
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selanjutnya. Hal ini sesuai dengan pasal 25 Deklarasi PBB tentang
Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan bahwa:
Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan
memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah,
wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya lainnya,
yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk
menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap
generasi-generasi mendatang.
BPN harusnya memberikan pengakuan dan perlindungan
atas hak masyarakat hukum adat yakni hak atas tanah termasuk
peralihan hak atas tanah Tongkonan yang tidak mengindahkan
untuk dialihkan kepada pihak lain yang bukan merupakan bagian
dari rumpun keluarga Tongkonan. Implementasi pengakuan dan
perlindungan tersebut harus benar-benar secara nyata dirasakan
oleh masyarakat hukum adat sebagaimana pasal 26 ayat (3)
Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat menyatakan
bahwa
Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan
perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber
daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan
sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan,
tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada
masyarakat adat yang bersangkutan.
Biarpun pada mulanya dijumpai hampir di seluruh wilayah
Indonesia, di banyak daerah termasuk Toraja kekuatan Hak Ulayat
sudah menjadi lemah, bahkan di daerah-daerah tertentu misalnya
di kota-kota sudah dapat dikatakan hilang sama sekali. Baik karena
kekuatan-kekuatan yang datang dari luar maupun karena faktor-
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faktor yang timbul dari dalam. Dengan bertambah kuatnya
penguasaan bagian-bagian tanah bersama tersebut oleh para
warganya, secara alamiah kekuatan Hak Ulayat masyarakat hukum
adat yang bersangkutan tambah lama menjadi tambah melemah,
hingga akhirnya menjadi tidak tampak lagi keberadaannya.60
Peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah
Tongkonan dalam bentuk dialihkan baik itu jual beli, tukar-menukar,
hibah, pemasukan dalam modal perusahaan (inbreng) ataupun
lelang menjadi salah satu pemicu semakin lemahnya eksistensi
hukum adat padahal peraturan perundang-undangan dan deklarasi
internasional telah memberikan pengakuan dan perlindungan
kepada hukum adat. Dengan demikian meskipun dewasa ini
Indonesia telah memasuki kehidupan yang mengarah lebih ke
positivisme tetapi hukum adat sebagai kearifan lokal masih harus
tetap dijaga eksistensinya.
60 Harsono, Boedi, Op.Cit, hlm. 189
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari rumusan masalah yang penulis kemukakan serta
pembahasannya baik yang berdasarkan atas teori maupun data-data
yang penulis dapatkan selama mengadakan penelitian, maka penulis
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari tanah Tongkonan
hanya dapat terjadi melalui peristiwa hukum (beralih) didalam
anggota rumpun keluarga Tongkonan karena tanah Tongkonan
merupakan salah satu kekayaan Tongkonan yang juga
dimanfaatkan untuk kehidupan dan kesejahteraan masyarakat
hukum adat Tongkonan. Selain itu tanah Tongkonan yang
merupakan warisan nenek moyang juga menjadi tanggungjawab
untuk generasi setelahnya. Peralihan ini terjadi karena hukum,
artinya dengan meninggalnya pemegang hak (subjek), maka ahli
warisnya memperoleh hak atas tanah tersebut. Tidak dibenarkan
terjadinya peralihan berdasarkan perbuatan hukum (dialihkan)
kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun. Perbuatan hukum
tersebut dapat berupa jual beli, tukar-menukar, hibah, penyertaan
modal perusahaan, pemberian dengan wasiat, maupun lelang.
Karena peralihan dalam bentuk dialihkan dapat merubah tujuan
peruntukan tanah Tongkonan yakni untuk generasi Tongkonan,
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bukan untuk pihak yang bukan merupakan bagian dari rumpun
Tongkonan.
2. Implikasi hukum dari peralihan hak milik atas tanah yang berasal
dari tanah Tongkonan dalam bentuk dialihkan adalah lunturnya
tatanan masyarakat hukum adat Tongkonan padahal konstitusi
Republik Indonesia telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak
masyarakat hukum adat. Eksistensi dari hukum adat terutama
mengenai tanah Tongkonan harus tetap dijaga oleh semua pihak,
baik itu masyarakat hukum adat, pemangku adat maupun negara di
dalam hal ini secara khusus BPN Kabupaten Tana Toraja.
Perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat juga harus
tetap ditegakkan guna mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal
yang sudah sejak lama hidup di dalam masyarakat adat.
B. Saran
Melihat realitas yang ada khususnya yang berhubungan
dengan penerapan peralihan hak milik atas tanah yang berasal dari
tanah Tongkonan, maka penulis mengemukakan beberapa saran
sebagai berikut:
1. Diharapkan kepada masyarakat hukum adat Tongkonan
terkusus kepada pemangku adat di masing-masing wilayah
yang memegang peranan penting dalam keberlangsungan
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hidup Tongkonan untuk mempertegas Hukum Adat yang
berlaku agar eksistensi hukum adatnya tetap terjaga.
2. Diharapkan kepada Badan Pertanahan Nasional khususnya di
Kabupaten Tana Toraja untuk melakukan koordinasi pada saat
akan ada peralihan hak atas tanah. Hal ini sebagai wujud
pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hukum adat yang
ada di Toraja dikarenakan di Toraja terdapat tanah Tongkonan
yang terikat hukum adat sehingga tidak terjadi tumpang tindih
antara hukum nasional dan hukum adat.
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